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KATA PENSANTAR

Dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karsna berkat rahmat darn karunia-Nyzlah

-
semata, sehingga skripsi yang berjudul YPROSES PENETAPAN
PERATURAN DAERAH DI KASUPATEN DAERAH TINSKAT II  PFPINRANZ"
dapat diszlesaikan sssual dengan rancana.

Di dalam perulisan Skripsi dni, adalah merupakan
suatu ksbiasaan can syarat bagi setizp mahasiswa yang akan
menyalesaikan studinya untuk tingkat Sarjama (81} pads
Fakultas 1Ilmu Sosizl dan Ilmu Politik Universitas 45 Ujunc
Pandang, Jduruszan Ilmu Administrasi Negara. Di samping
s=bagal persyaratan Jjuga wntak mengetahui kedewasaan

(]

berfikir bagi para calon sarizna untuk mensrapken ilmou

pengetahuan dalam masyarakat menuiu pembancunan bangsa pada
UmUmNya.
Namsun demikiar penuiis meanvsdari s=sgenubnva, bBahwa

sebagai manusia biasa tentu tidak zakan luput dari  barbsgail

o

kshiiaTan serita kelemanhan. Cleh ksr-enanya, maks p=nulis

semarlubkan bimbingan,serta bantusan meril maupun makseril dari

seroagad pinak dalam penyusut=sn skripsi ini. Karsna.gal 1ty

%
penuli=s yakin bshwa tanpga bantuan serta binbingan dari

ma2raka, kemungkinan skrigei ini tidak. akan s=2lasai

iy

sebagaimana vang ada sska-ang ini, walaupun hanya dalam
bentuk yang masih sangat szderhansa.

Selanjutnya sudah pada teEmpatnya apabila penulis

enyampaikan ucapan terima kasih vyang setinggi-tingginya




kepada s=mua gihak yang telah memberikan bBantuannya vyang

sangat terhargs,

n

ehingga memungkinkan penulisan Skripsi

ini. Dan melalui kssempatan ini penulis menvampaikan terima

kasih antara lain :

1. Sescara khusus, rasa terima kasih kam: yang sedalan—
dalamnya kepada EBapak Andi Mattszlatta szlakua pembina
yayasan Univarsitas 45 Ujung Pandang.

2. Juga tak kalah pentingnya ucapan terimz kasih kami kepada
Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, 8.H. s2laku
Rektor Universitas 43 Ujung Fandang.

3. Tidak kurang pula pentingnya ucapan terima kasih p=da
Bapak Drs. H.M. Thalz seiaku Dekan Fakultas Ilmu CSo=ial
dan Ilmu Felitik Universitas 85 carts k=pada Basak Drs.
. Sadly AD, MPA. selaku ketua Jurusan Administrasi
Nagara Fisipcl Universitas 45 Ujung Pandang.

4. Teristimswa kepada Bapak Drs. A. Rahman EotEa, SU. dan
Drs. Abdul Majid M. s2laku ¥Konsul*sn I dan II vang
walaupun mengalani kesibuksn dinas stau pribadi. masih
serszdis  meluangkan ssbzhagian waktuny dan piziranny
guna maanbarikan bimtingan keaada psnulis dzlen rangka

o
Fenulisan skripsi ini. '?;

5. Bagitupun ucapan terima kasih kami kepada Rapak UW.8.

Anwar- s=laku kepala Daerah Tingkat IT P;nrang dan Bapak

K=tua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang

beserta s=zluruh stafnya yang membsrikan bantuannya kepsada

pandlis selama dalam penelitian guna mendapatkan data




sssual masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Juga ucapan terima kasih ¥ami kspada s=luruh Desen  dan
Asisten Dosen dan paras stat Fisipol Universitas 45 vang
te2lah memberikan bimbingan kerads kami sejzk meEmasuki
bangku kuliah hingga pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya sesmbak sujud kami keheribaan Ayah can Bunda
tarcinta yang cengan tulus ikhlas memberikan banyak
sengorbanan dami untuk masa depan psnulis. Semogas Allah
S.4U.T memberikan pahzala yang berlipat ganda atas bantuan
dan budi baiknya kepada penulis, sshab penulis vakin

hanya dengan jalan itu saya mampu lakukan dan hanva Al1ah

lah Yang Mahs penbsri pahaia tiada ukurannya.

r

A m I

Ujung Pandang, 12991

Fenwwl isgs.
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FPENDAHUL UAN

6. Latar Belakang HMHasalah
Sshagaimana di ketabui bahws wilayah Mezzr=
Republik Indonesiz terdiri dari bsrbagzai pulau bzsar dan
kecil sshingga dalam pengurusan sistsm pemarintanannyva
dibagi dalam wilayah Tingkat I, wilayah tingkat II,
wilayan Kecamatan dan Desa/kKslurahan, hal ini sesua
dimaksudkan demi tzriasksananya tats pemsrintahan yang

lebih sempurnpa/tzrarah karsns tidak munghin terlsksana

R

dengan baik tanps peabagian terssbut dan o1 dalam
pembagian itulah ter-dapat sebutan wilayah daerah Tingkat
Ii yang Cciberikan hak dan wewsnang untuk mengatur
wilayahnya dengan perdasar kepsda Undang-urdang nomcr 3
tahun 1979 veng mengatur tentang psmsrintshan di  daerzh

pada seluruh wilayan Indonesia.

Bertolzak dari alur pemikiran di atas,. maka Propinsi
 ===0
Suiawesi Sslatan ma-upakar susty wilsyah das-ah Tingkat 1

membawahi 20 das=ran irgkat Il wsng terdiri dari 23
.

Kabupaten/kKoltamadva dan Kota Administratif. Dan dari 23

Kapupatean/Xoiszadya dan Kota Adaipistratisd Terssout,

salsh =atuy cianmtaranva disebut Dazrah Tingk
" =1
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r=ansan dibidang semsrintaban Kabupatsn
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vaitu Lembags Eksekutif disebut Kepala dasrah Tingkat I1

dan Lembsgs Legislatif yang dissbut Dewar Perwakilan

Rakyat baazrzsh (BPRD) Tingkat II, selaku wakil pemerintsh
pusat gunz membinz can ma2ngemnbangkan dasrah tersebut
sesuail dengan taia pemerinitahan di Indcnesia

Clen Lkarenanys di calam posbueitan suaty psratusrzan
daerah kedus lembaca taci harus ssizaly bekerjasans | untuok

membuat/merprasss sztiap peraturan yang skan diberialuXkan
di Kabupaten Dasrah Tingkat II Pipnrang.

Namun periu diketahui bahwa psnganckatan Bupatd

Lapala Dasran Tingxat II dtu dipilihb oclah Dawar
Perwakilan PRzkyszf Dss=rzh (DPRD) 'sedangkan anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daesran dipilih 2lsh rakyvat aeladul

pemilihan umum yang pelaksanaanya dilakukan sskali dalam

lima tahun sebagai perwujucdan Dzmokrasi FPancasila yang

telah ditstapkan.

Jika ditelusuri uraizn di stas, Jj=lsslah  kiranys
babwa =ebzararnya yang menjadi angogota Dewan Parwmakilan
Razyat dan Kepala Daerafn adalan ssiuruh raxyat Damun

arens Snsl inz tidal munoREin. sslurd —aiv=t Awan dadul

dalam lembaga terssbut sshingga dalam psngaiurantys hanys

diwakil¥an susranys esislui anggzbta DPRLD, can D= 4 ini
.

mEmsunyai  hak dan kewajiban menjalankan aspirasi ~akvat

seninggs dalam pembuatan/peEmprosasan susiu rEraturan

dasran, Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah harus nanerima

input/masukan dari rakyat serta harus disssusidan o

i
-
113
fh
)




situasi dan kondisi masyarakat.
Szdangkan prosses mengenai keharusan DPRC membuat

suatu peraturan daeranh yaitu pada UL .No.S 1974 :

. "Adapun prosss  bagaimana DPRD hingas berhasil
mambuat peraturan daerah, dalam prakiek berbeda
gari satu DPRD ke DPRD lainnya, walau pada garis

cesarnya harus mangikuti kstzntuan veng dicariskan
dalam Undang-indang dan pedomzar dari menteri dalam

negeri. Parbedaan ini timbul dari tracisi/situasi

s2tiap daerah......"1)

Eejalan dengan itu, meka p=nulis terdorong

mencangkat sebagal topik sekaligus sebagai jucul skripsi

yaitu : "FROSES FENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PINRANG", selain itu mengstabui tata

cara penetapan suatu peraturan yang akan diberlakukan di

o

1

serah Tingzat I1 Pinrang.

Perumusan Masalah

™

Berdasarkan lstar belakanc masalah tersebut
diztas, maka penulis zkan mamberikan batasan mengsnai
masalan yang akan dibahas Cdalam siripsi ini yaitu
Frosedur yang harus dilalui dalam mwmensehazskan sustu

= Daerah

it

paraturan Das-sh, ksterkaitan Tupati FKepa

Tingkat 11 dencan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD)
selaku pengemban tugas memimpin  dasrzah tingiat Il
Finmirang dan jumlah peraturar caarah yang talan

ditetapkan ==lama tzhun 1987 sampai dengan tahun 1930,

Bertoiasx dari Ekatasan tersebut, penulis =kan
= wzkan masalabk yang merupaksan pokok pengurzian yano




harus dicari jawabannys dengan nmelalui penelitian.

fAdapun rumusan masalah tersabut, yaitu H

1. Bagaimanakah prosss penetapan peraturan Dasrah di
* Kabupaten Dasranh Tingkat II Pinrang 7

a. Apakah sesual dengan Undang-Undang Nomor S Tabun

il

1974
. Apskah ada hambatan dslam msn=tapkan sustu
peraturan daerah.
2. Bagaimanakah keterkaitan kerjz= antara Bupati Kepalas
Dasranh Tingkat 1I dengan Dswan FPerwakilan Rakyat
Dasrahh (DFRD) dalam hal prosss penstapar  pesraturan

da=srah.

Kukan galam

i

F. LUpaya-upay=a apzakszh yano dil
meningkatkan efektifitzs proszss pesnstapsn peraturan
dasrah dan jumlah peraturan dasrabh yang ditsrbitkan

szlama tahun 1987 sampail dengan 1750

Batazan dan rumuszn masalah terssbut diatas
dimaksudkan untuk memudahkan memahani alur pembahasannya
serta mengahindari penafsiran yang berlainan.
an de=ng=an i1tu, maka terntunya inspirasi amoacs akan

tartcayang s=tslum mamasuki lebihs j=uhe.

Selain itu Jjuga dimaksudian juza agar penulis daian

menrgumpulkan data mempunysi sustu patokan sehinggca
efektifitas wak it dan Dt Eots B canpat cilzkakan.

€. Tujuan dan Kegunasn FPen=litian

Secara pikiran sehat sstiano sesusiu vang akan dilakukan/




()

dikerjakan manusia tidak tariepaz dari suatu tujuan,

demikian pula halnya penulis dalam melakuxan penslitian,

tujuan yang dimsksug mencakup 3
a. Untuk mengetahui proses penetspan pErturan !
pangambilan ksputusan tarutana kaitannys dengan

persturan perundang-undangan yang beriliaiu

Untuk mendapatkan gambaran yang l2nghksep tentang
rEt=rkaitan Bupati KkKspala Dasran dengan Dewsn
Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD) dalam hal proses
penatapan p=raturan dasrah.

Untuk nmengetanui faktor-taktor vang merupakan
hambzatan yang dihadapi 515% Pemerintah Pagrah dalam
prosss ce=natapan ceraturan dazrah dai cara
mengantisipasi hambatan terssbut 2an jumlah partauran
dserah yang telah ditatapkan selama tahun 1787 sampai
dengan tshun 1390,

peraslitzan

i
(]
s
{ 1
]
=
w
=

f£dapun yang menjas. k

i

wd
I

ini meliputs T8

Canagai Lbakan peEnulis dalam asnvusun skripsi. Guna
rerjedi dasar parbandingar antara tsori das orakisk

agar z<=2putusan yarng telah diasmEll mamou S=2cara ==nat

Diharapkan agar hasil peaslitisn i dapat maniadi
inpui bagi pzmerintah Dserah Tingkat II Finrang dalam
aroses pe2ngambilan suatu keputusan dasran sehingga

tidak terjadi hal-h=al YENG tidak diinginkan




(ut
L]

-

2
{pemborcsan wsktu dan tenaga).
E=2lain L4 cimaksudkan untuk mengikuti

keharusan/kewajiban bagl setiap mahasisws yang akan

-
manyelesaikan stud-onya, dimana mambuat sustu sk

“

UM

ipsi

szkaligus mengukur kadewa=azn  berfikir sakagai

Lokasi Fen=litian
Eesuai dengan judul yang diambil, maka penrulis

dalam melakukan perelitian, bsrtempat di wilavah

=

abupaten Daersh Tirgkst Il Pinrang Kkhususnya psda

tor Bupati Kepalaz Daerah dan Kantor Dazvan

w
m
po |

i}

Parvakilan Rakyat Basrah Lebupaten Piprang.

Lokasi ini me=njadi pusat panzlitian mengingat pckok
mas3lannya adalak "Bagsimana oros=zs penetapsn  suatu
peraturan Dasrah di Kabupatern Caeorah Timgkat [II

Pinrang”. Fokek peresal z- tersabli: dape: €ijaweb atau

i

e
rF

arukan persoslannys fanva cdi jokasi tarsebut di

zta= dan Caranya sxap diuraikan gada bab selaniutnya.

- - - . - —— z 3 - - : -— i e
panulis mencebas wmenelifimsdeorbagai informasi/dzsta
.
- — - - - = — 1 - -
ra o kaitapnya dengan penulizan skripsi ini.
- oy - - s =] - 3 - = - - - 8
Sge3anghai sifel pensiitiannys 2dslan “deskriptifr
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skripsi ini yaitu "Prosss penatapan peraturan dasrab
di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang”.
FPOPUL AS I
@ Terhadap populasi penelitian yang dilakukan
penulis adalah terbadsp seluruhb personil yang
terlibat dalam kegiatan prosss penstapan peraturan
Daerah Tingkat II Pinrang, maksudnys Eacaimana
keatarkaitan kerj= sama antara Bupati dengan DPRD dan
dimans batas kewenangan masing—-masing. Hal ini periu
m2ngingat apakah tidak terjadi pencaplokan keswenangan
diantara mereks, karena hal itu tidak cikehzndaki
clel Undang-uncdarg Nomor S/1%784 (yang menvangkut
tugas dan kewsnangan masing-masing) vaitu Buzati
bertugas dalam bidang eksekutif s=danghkan Dawan
Perwakilan Rakyat Daerah bertugas dalan bidsng
l=gisiatif,
Sampel

Berdasarken dangan masalah yang diungkapkan
Fada bab tercabulu, maks penelitian diarahkan kepada
lokasi yvang dissbutkan di étas denmgan melakukan tanva
Jawab dalam rangka mendanatkan informasi /data untuk

dapat dituangkan (dianalisa) dan diuraikan pada bab

o
[
<

<
u

i
2 |
1
i
i
1
S
M
3
'..‘
s |
"
=
L
u
0
=

gzlanjutnya (ba
penulisan ini.
Adapun personil/unsur s=zbagsai respondan untuk

mandapatkan datz yaitu :
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a. Unsur pimpinan yang ada pada Kantor Bupati Kepala

Daerah Tingkat 11 Pinrang. meliputi :
— Bupati Kepala Daerah =
- Sekert@sris Wilayah Da=rah =
— Kepala Bagian Pemerintahan Umuam =

— Kepala Bagian Umum =

— Kepala Badan P=zncatatan Pembangunan
Dasrab =

- Kepala Dinas Pendapatan Dasrah =

Jumliahb

b. Unsur Pimpinan pada Kantor Dewan Perwskilan Rakyat

Da=rah Tirgkat IT1 Pinrang meliputi |
= Kotua DPFRD TK.II PFinrang =
- Seksrtaris Dewan =
—bKEtua—ketua komisi yaitu A sampai
dengan E masing-masing 1 orang =
- Ketusa Fraksi Persatuan Pembangunan =
- Ketua Fraksi AERI =

— ¥Fetua Fraksi PDI =

i orang
1 orang
i ©o©crang
i _orang
i1 ecrang
1 orang
= & o©rang

1 w©rang

1 orang
3 erang
i ograng
l erang

1 orang

Jumla h =

Jdadi jumlak s=zcara k2o luriha e cesenses =

atau sssaran di dalam p=nelitian dalam usaha

Unsur—-unsur Lerssbut di atas merupakan sustua obyek

data vyang ciperlukan sshubungan dengan kajian masalah

11 or

I

ng

17 orang

memperolsen




0

demi untuk mempermudah pekerjaan penelitian, bahkan

menjamin fasilitas penelitian, mutu serta kwalitasnya.
Tipe dan Dasar Psnelitian

Fenelitian ini merupakan suatu tipe penelitian
eksploratif vyang dimaksud disini yaitu melakukan tanva
jawab dengen resgonden mengenai berbsgei hal sssuai
permasalanan vyang telah dirumuskan kemudian selanjutnya
dianalisa berdasarkan Jswaban vyang dipsroleh, dan
tentunya Jjawaban tadi menyangkut proses penetapan suatu
pergturan dasrah di Kabupaten Pinrang.

Szdangkan dasar penelitiannys adalab studi kasus
vaitu mempelajari dan membandirgkan ssrta meEngamati
prds=2s pelaksanaan penetapan suatu peraturan dasrah ysang
diputuskan oleh Dzwan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I1
Pinraag untuk selanjutnya dijadikan Feraturan Ds=2ran.

Adapun sumber data berdasarkan penslitiam  yaitu
1. Studi Pustaka (library res=arch)

Yaitu m=ncari dan mengumpulkan cata dalam ar~ti

nelzkukan perbandingan dengan bBerbacai litsratur,
dokumen, majalah, surat kakbar dan referensi
lainnya yarg ber-kzitan dengan matari/masalah dalam

skripsi irni.
] Studi lapsngan [ Tisld research ) yakni melakukan
wawancara s=zcara langsung ke tampat ickasi

nen=litian ( sada Kantor Bupati dan Kantor Dewan

m




Perwakilan Rakyat ) cuna mencari dan mangumpulkan
data serta menyelidiki kesadaan pelaksanaan, baik
ketentuar yang resmi dari pemsrintah maupun segala
sesuasunya y=ng timbul dan berkembang dari situasi

dar kondisi dalam pros=es penstapan paraturan

Dasran Tingkat I1 Finrang.
6. Takhnik Fsngumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan
masalah vyang telah dirumuskan, maka penulis melakukan
berbagai care antara lain 3
1. Observasi.

Yaitu dengar mengamati secara langsung pada obyek yang
menjadi sasaran penelitian untuk mendapatkan
input/data sesuai masalah yang akan dibahas dalam
skripsi ini.
2. Intarviua.

Yaitu menanyakan secars iaﬁgsung kepada angnota Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah { DFRD ) xzabupaten Finrarg,
haik wnsur pimpinan maupun ferbadsp  anggota dewan

lainnya vang terlibat dalam proses nenetapan peraturan

e
L

dasran. Dan selanjutnya juga gpenulis melakukakn tany

jawab secara langsung kepada unsur pimpinan nad

Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

7. Tekhnik Analisa Data




d=;

p L

Yaitu cara dengan mana penulie melakukan analisa

gan sifat membandingkan antara satu datum dengan

datum lainnya (dengan kwantitatif) sehingga terbadsap

masalah yang t=lan dirumuskan ssbelumnya dapat t

Sistimatiks Fenulisan

psnguraiannvya dibagi d=lam lima ba

Bab
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Daiam penyusunan Skripsi ini ©i

diuraikan tentang Latar Belakang Masalah,Perumusan
maszalan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode
Ferelitian dan Sistimatiks Penulisan.

Kedua Tirjausn Pustaka. Adapur pengursien dalam
bab imi yzitu : Teori p=ngambilan keputusar darn
proses pengambilan keputusan menurut Uncdanc—undang
dan p=zraturan yang berlaku.

Katiga Bambaran Usum Lokasi FPenelitiam berisi

tentarng BGambaran umsum Daerah Tingkat IT1 FPirnrang

dz S%ruktur orpanisasi Kantor Bupati dan DPRD.
Kzzmpat Bnalisa dan Pembahsssn Tentang Penastapan
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Des4=n Perwakilan Rakyat DPasarah {(DPRD), PFrosss
perumusan rancangan Feraturan daerah, Fengambilan
zeputusan dalam pengesahan peraturan dasrah,

Realisasi Peraturan Daerah yang diberlakukan
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selama tahun 1987 sampai derngan tabun 1990, den
hambatan—hambatan dan cara mengatasinys.

Kelima Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan
dan Saran-saran kemudian daftar Kkepustakzan dan

lampiran—-lamairan.




BAR I1I
TINJAUAN FUSTAKA

A. Tecri Pengambilan Keputusan
i. Teori Fengambilan Keputusan
2. Perngsrtian Keputusan
Manurut Mc. Farland, bahwa yang dimaksud dengan
keputusan adalah :

"Suatu tindakan pemilikan €inana pemimpin
manentukan sustu kesimpulan tertarg apa
vang harus dilakukan atau tidak dilzkukan
dalam suatu situasi vyang ditantukan
( tertantu )" 2)

Bertclak batasan tersebut, maka kitsz dapat
m2mahami bahwe ksputusan itu adalzah perbuatan tindakan)}
untuk, memilih  atau melszkukan ss3sgatu cdengan herbagai
kemungkinan dan alternatif dari sekian altarnatid ha-us
dipilih satu fianta-anya yvang tarbsik.

MNamun  kita sadari bahws pengambilan keputusan
yang efektif nemeriukan pemilihbarn vang rasionzl dalanm
tindakannya. Mengapa karena sas=orang dalam mengambil
suatu keputusan harus mengstahui keadasn 'dengan jelas dan

sasaran yang ingain cicapail dalam suatu keputusan kemudian

informasi yang cukup sehingga dalam analisa dalam

Z2). Mc. Farland, op. cit, 132-137.

.r—i_.i s B QR SO TS L N




gan rasicnalitas.
Bedangkan rasionszlitas Ya&ng sempurna itu  jarang
dicapai untuk 100 %, terutama dalanm tidang managemen.
-

Hal ini disababkan :

8. FKarena tidalk ada k

1]

putusan untuk masa yang lampau,

s2bat Keputusan seslalu harus manjanrgkau yang akan

gatang ma«<sudnve s=lalu berubah—ubak.
b. Karena samua alternetif yang harus diikuti untuk

mEncapai sasaran itu sukar dapat dianalisa secara
detail. Hal ini dapat dimengerti, karena pengambilan
keputusan manysngkut hal—hal ataﬁ sesuatu vang beslum
pErnan dilakukan ssb=lumnysa, seianjutnya depat
dijelaskan bahwa tidak semua alZernatif ity disnalisa
bahkan dengan menggunakan takhnik aralisa EFaru dan
fasilitas kompiuter sakalipun.

Sejiala~ dengar uraizao di atas, maka D, S§=

S8iagian, menganukakan pandangznnva @
"1. Dalam pengambilan 4“sputusan tidek asda hal YAang
teradi secara kebstular.
2. Pergambilan keputu=zn  <idak dapat dilaxukan
Srara sembrona, Karsns cars nesncekabar veEpads
cE=ngambilan  keputusan harus didasarien pada
iztimatika terzeniu vaitu :
Kzmampuar orgarisasi dalam arts tersadianya
sumber-sumb== yarg naatinvs a2kan cigunaian
4ntuk melaksanakan Keputusan vyang diamkbil.
Yang tersadia dan

oMo
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J
]
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-
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n
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T yang dianut oleh crganisasi.

L lingkungan in%teren dan ekstaren,
&ng akan mempengaruhi ialannya . roda
administrasi dan managemen dalas organisasi.
Z2ahwa sebelum sesuatu masalah dapat dipecah—
kan dengan baik, hakikat dari maszalah itu

n
L
-




n

[N

harus diketahui dengan jelas.

4, EBahwa pem=cahan masalah tidak dapat
dilakukan melalui ilham atau dengan
mengarang., akan tetapi harus dida=sarkan

kepada fakta-fakta vyang terkumpul secara
teratur sehingga fakta dan datanya sunggsah
- dapat dipercayai dan bersifat up to date.

S Keputusan yang baik adalah keputusan yang
telan dipilih dari berbagai alternatif yvang
ada setelah alternatif itu dianalisa dengan
matang" 3).

Dengan demikisan, sesuatu keputusan itu seharusnya

Giambil gengan bardasarkan pada kriteria—kriteria
tertentu, seperti yang digariskan Dr.SP.Sisgian, =sssuatu
keputusan yang diambil dengan tidak berpedoman pada
kelima point terssbut akan menimbulkan masalah seperti @

"Tidak tepatnya keputusan, karena kesimpulan yang
diperoleh dari fakta-fakta data yang up to date
dan tidak dipercayai.

Ketidak mampuan organisasi untuk melaksanakannya,
baik ditinjau dari segi manusia uang mauvpun
material. Ketidak mampuan ocrang—orang pelaksana
untuk melaksanakannya, karena tidak terlihat
dalam keputusan yang cdiambil dengan sesuatu hal
ang menunjukkan adanya singkrconieasi antara
pentingan organisasi dar k=pentingan pribadi/
ang—orang dalam organisasi.

imbulnya p=2nolakarn terhadap keputusan, karena
faktor lingkungan belum disiapkan untuk manerima
akibat dari pada keputusan yang diambil® &),

Berkaitan dengan batassan terssbut, maka dalam
prosas  pencambilan Keputusan Dewsn P=srwakilan Rakyat
Daerah, tentunyé harus oerpatokar pade teori-teori
tersebut ssbagaimana yang. diunckapkan di atas, demi
suksssnya keputusan veng tz=lah di;m:il, manoingat

i1l rakyat} vang

kedudukannya selaku lembaga rakyat (wax

3 dan 4 ) Dr.SP.Siagian, MPA,PH,D Sistinm Informasi Untuk
Pengambilan Keputusan PT. Bunung Rounc, 19355.
duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah (DFRD).
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Untuk itu dalam sesuatu keputusan yang telah diambil

EEyogyanya memiliki bobot yang tinggi, maksudnyva
keputusan tadi benar-bena~ mampu dilaksanakan olen

seluruh  lapisan masyarakat dan bartujuan untuk kebcaikan

Penekanan terssbut di atas dimaksudkan sangat erat

kaitannya dengan pendanat B.N. Marbun., S.M yaitu :

"Dalam praktek, mutu sesuatu peraturan daerzh
sangat tergantung dari beterapa jauh persizpan
dan pemikiran yang berkembang disetiap fraksi
seirta berapa intensif pembahasan yang
dilakukan disatiap komisi, berikut mutu rapat
kerja antara legislatif dan eksekutif ketika
P2mbahasan s2suatu rencana peraturan dasrah.
Kembali disini mutu individu s=tiap anggota

PRD bkerikut mutu kesimpulan yang ada dalam
badan kelsngkapan dewan, ma2rupakan tolak ukur
dari berputu tidaknys psraturan dasrahb yarg
dihasilkan" 5).

Faktor—-faktor tsrssbut, marupakan bagian yang sangat
mEneEntukan terhadap outu k=putusan yang cihasilkan oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapran {DPRD) melalui
2 Sedangkar wiaiug P =rdebatanvs yang

barlangsung psda suaty parsidangan terlstak pada argumsr

tarl masing-masing frak

n

i, komisi yang ada daslam Dewan
Ferwanilan Rakyat Daerah karena @me==ka menppunyai hak
.

untuk bersuara.

Karens itu persidangan yang dilaksanakan oleh DPRD pads

S} B.N. Marbun, S.H. DPR Dasrah Fertumbuhan Masalah dan
Masa Depannya Ghalis Indonesia 1982 Hal. 1&4
hakskatnya
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"Dalam setiap perdebatan baik yang langsung di
fraksi, komisi maupun di rapat kerja
merupakan kesampatan emas bagi setiap angoota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menyuarakan
kepentingan rakyat yang diwakilinva.

= Dan dalam rapat—-rapat inilan sebensrnys
Keputusan diungkapkan® &)

Serdasarkan Dbatasan di atas, akan rampszk bahwa
msnlispestasi dalam penyelenggaraan fungsi dan peranan
Dawan Ferwakilan Rakyat Das=-ah selaku lembaga perwakilan,
secara kongkrit dapat kita lihat melalui salah satu
kegiatan DFRD yang disebut sidang, karena dengan melalui
persidangan itulah sessuatu kzputusan atau suatu konsep
akar: diproses dan diseleksi yang pada gilirannyas nanti
akan menjelma dalam bentuk perundang-undangan Yang
barsifat mengikat dan mansztukan bagaimana dszlam ruang
lingkup suatu wilayah daerah tingkat II.

Sedangkan proses ﬁelaksanaan bagsimana D=wan
perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu memutuskarn/msmbuzt

suatu p=raturan dasrah yaitu :

"Adapun proess bagaimnana Dewan Fe-waxzilian

Rakyat Da=srah hingga berbasil membuat
suatu peraturan da=rah, calan prakisx
gari sustun BERY ke LPRD lainays
ciga-iskan dalam Urgarng Undang No. 3
tahuen, 1974 dan  pedsmans dari Me1tEf'

alam negeri. Pardebatar ini timbul pa

kebisszan Dawan Perwakilan Fazyat d_

setiax dadgeafi® e a7} o
* Jika diamati pros=s fersebut, maka nampak Jelas
bahwa dalam s=tizn wilayah dasrah Tingkat II dalam

melakukan persidangzan (memproses suatu peraturan deerah)

&) ibid, halaman 163

.

b
b

o
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harus bersendi pada Ud No.S dan pearaturan lainnya yang
berkaitan dasngan hal tersebut dan tentunys menurut
tradizi yang ada pada suatu dasrah sehingga apa yang
meraka rumuskan mamou barhasil! guna dan bardava guna
dalam artl apa yang me-eka putuskan dapat diilaksanaban
dengan baik oleh masyarakatrvs,
Tipe—tipe Keputusan

Balam +teciri keputusan dapat kita kensl barbasai
M3Icam namun yang sempat dikemuka&an‘ penuiis =ebsagai

dasar untuk beranjak keozada pe~maszlahan sehincga

pembahasannya 1sbi’h memudshkan. Untuk i<y sabagai
acusn Yang diampil adalan pensapgat Sarwano

Handayanincrat :

"1. Keputusan organisasi (kslompek)
2. Kzpuvtusan pribadi

3. ¥eputusan dasar® B)

Dari katigs keputusan tersebut, vanc akan
Jiuraikan nanyvs keputusan k=2lompek/arganisasi, sa2babd
keputusan itulah vang relsvan deEngan ap2 vang  akan
ditanas dalam skrigei ini. 0lsh kareranya, vang
dimaksud dengan keoutusan Eei:m:ckforganisasi valtu
N yang resni yang diambil atau Silakyulas

=

oieph gimpinan crganisasi, derngan dicasari atas

3
W
i
(o4
-~
]
aJ
&

Sarbag=ai pertimoangan sesuai o ari anggcta

kalompok ity sendiri, sshingga dalam keputusan taagi

Uy
wl

7) Ibid, halaman, 153
8} Drs.Scswarno Handayaningrat P
Administrasi dan Managemen, Jakar

engantar Iimu
ta 1981. Hai. ii7.
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b
a

tak satupun yang diabaikan. Artinya, dilakukan atas
gdasar suara tzrparysak (musyawaran untuk mufakst), dar

dalam keputusan teci dibagi atasz dua bagizsn s

Seputusan pokok yaitu suatu ksputusan vang diambil

ok
O

Stau cituat vyang ditentukan ol=2h Eimpinan

Kzputisar pelabkssnaan vaite susty  kepusussn yareg
dilakukan cieh pispinan men=ngah, artiaya kepulusen
ini bperlaku dimana tempat k=gizzan pakerisan atau
masalah vyang kita lskukar yang tentunya keputu=zan
terssbut nEngarubnya tidak terlaln manbebani

anggota kelompok/organisasi.

Jdiks ¥ita hayvati k=du

s

macam Reputusan yanc

csering timbul cdalam suata

(8]

rgeanlsasl, kesudian

dikaitkar dengan keputusan dal

[

m oparaturan dasrah,

maka akan Es-arti kahwa dalar merentukan suatu

paraturen gseran @msks  Dawvan  Parwakllan Maryst
Da=sran Tingkat [T Finrargs cesslom pEnSH tuan
keputussn sctisp Xkomisi dalam frazsi J melacuakan
eidang kh.Sts t9rlabin grtule unlick marestulan ha:l

disegut reputusar pelaksanaan, Z3rana buxan
marupakan fermatur- yang harus te-laku s2hagai suatu

aturan yang terlahir dalam mesyarskat { bukan
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tatapi awal dari tertentuknya suatu p=raturan
dasran, karena idang—sidang komisi stulah

membawakan keputusannya kesidang pleno akhir guna
gidengarxan olenh fraksi lain untuk ditanggspi.
Sedangkan k=patusan yang timbu. gada sidang
pleno akhir yang dihadiri clen ketua DPRD  bersans
Bupsti Kepasla Daerah yang setsrusnys disezujud dan
itandatangani bersama sabagsi suatu aturan, mats
keputusan itu capat disamskarn dengar keputusan
pokok, karana ia harus dilaksanszkan d=nii polarcaran
rocda pemerintahan di daerah.
Sarituk—Santuk X=20dtusan
Earpola pada batasan kegputussn ciztaz,~ maks
tantunya akan mespunysi beriuk-baniux tarsandiri
sehincga capat menudahken untuk memahasinys, dengan
vatz lain tentunya dapat barupas perintah dan dapat
pala herups larangan stavpun rai-hsl wang SsS8ruca

dengan itu.

Ssjalan cdengan it Sosvrarmos Hapdeyaningrat
menganukakan perdegatnya tef fann. EEpuEusan
"Kepusissn ity dasat dipyaiakan galam  I=nTuxk
katz—kat= vanag Orumus 1an calan st
peraturan., perictah, insdruksi, kepijaksn
dan cdalam berntuy 2za =21+ yang dikehendakli
pimpinan” 9}. .
Szl=in banbuk disvas jug dap=t berusa

pernyataan 3ikap , PESCUS D TAUZUN kal 1ain. Zan

jika dihubungksan ZSengan masalan cgalam skrips3 ini



]
S

maka Jelacizh bahua "Peraturan Daerah" adalah

m=rupakan suatu tindakan/keputusan sebab paraturan

[

daarah dapat dinyatakan dalam bentuk kata—-kata yanc

sifatnya bisa dalas bhentuk peraturan, parintah atsu

Fal 1laim yang s=&rah deagan itu, dimana keputusan
tadi harus ditaati cla2h sakuruh warga masyarakat

y&ng aca ©i daerah terssbut.
2. rFengartian dan Prosa2s Fangasbilan  Kesutusan
Balam berdegal tecri tentang cara pasngambilan
keputusan pada prinsipnya membsrikan penjelasan

babhwa kaputusarn itu adalak ksciatan dari padas

™
==lurah anggats =Zaiam oOrganisas: yvang Titik
akhirnya bersda pada pimpinan dengan S URn

mempersiapkan strassgi menudu  k=2giz:an selanjutnya
dntuk mencagail tuiuan organisasi.

Mesngingat pentingrya masalal kesctusarnr ini bags

ELatu pirpiran crosriszsi/embaga:. meka mutlak adas

RArense tanpa sustu kepubusan mada crganisasi
tereebitt akan ma~deg  (tidan Jalanji.
mal 1tulah yaag manyababikan s=aincga ps=rulis

mengamnti.l ssbacal Sal3ah S8tU ecaEn vnduk  membzhas

tantarg Eroses  pamegtepan  paraturan daarah di
Kabupaten Casrs! Tingkat *a3 Pinrang.

vaitu s
"FPengambilan Keputusan pada hakikatnva
S = ‘
adalah suatu pencskatan yang

sistimatis bertahap, hakikat suatu




——

masalah, pengumpulan suatu Takts-fakta
dan data, genentuan yang matang dari
alterratif yang dihadapi damn mangambil
tindakan mesurit pernitungan =gar
tindakan vyang diawmbil itu merupakan
tindaksan yang tepat"” 19)

-
Belanjutrya Herbat f.Simon mEnceautakan
pendapatny tEentang model/tshsgpan dalaa engsnnilan
= F S

keputusan yaibu

L. Pzay=zlidikan Mempalsjari
lingkungan atau kondi=si ¥ang
mema2r-lukan keputusan. Data mantan
dipsrcleh, dinlah dan diuji untuk
dijadikan petunjuk yang dapat
mengindantifikasikan persaalan.

2. Ferencansan 3 Mendattar,
meEngsmcanrgkan dan manganalisa &rab
tirdaken vyang mangkin, Hzl  ini
meliputi Eroses-~prosss U

memanani pesscalan.

Menghasilkan pema2cakan, dan
mengisi kziayaran ferscshan
tersebut.

S Pemilihan 3 Memilih arsh
tindskan terizntu dari semus yang
ada. PR han ditemsukan dan

;1

Jika ‘kita tEluslu=i Zeiig= pendasat 'di stas,

maka ade tigs hal vang hsrus ada jiks suati kegttusan

2. Fencarian data /7 inforaasi
b, Izestivixasi cata yang leb¥h, skurat

r
-
h
B
it
W

2 /aemilihan terhadap berbagsi altarnatif yang

RRED £3137301
i )y Prof.Dr.8F. Silagian, Sistim Informasi Untuk
Fanganiilan Keputusan, Gunung Agung Hal. €2
i1 ) Ibid, ‘kalaman i21.




dapat berkembang menjadi tuijub kunci ockox apabila suaiu
keputusan akan kita ambil dar jika ketujuh xunci t=srsebut
t&riaﬁgana, maka Pasilnya tidak akan mencecewakan.

Adapun ke tujun kunci peckok terssbut vekni

1. Mengetzhui hakekat dari padas masalah yang alian

dihadapi dengan ssispat-tspaonva

2. Mengumpulkan faitta—7Takts dan datzs yanc ralevan serta
aktualnya lsbin diutamakan :
- Mengolzah fakta dan data tersebut secara cermat dan

sscepat mungkin

4. Menantukan baberspa alternativ }ang akan gitzmpun
dalam pangsmbilan ksputusan tasii

e Memilih cara psmecahan dari altsrnatif yarg diclah
dengan matang

& Menentuxan tindakan apa vang herndak dilakukan dengan

sgcermat-c2rmatnys

Fs Merilai nasil-fazil yang diperalen ss3bagai esxibat
dari a2ads hkaputusan warg  teiah diambil srcintie
reputusan garvs  Berlads S2cara  tegas. sesual, i1si

keputusan tanpa rssa ragu-iragli.

Dengan memcernatikan ke tuliuh kuancl Itu, meka

n
]

tidek—tidaknya keputusar vyang telalr Jiambil tadi

s=2car3 yakin dapat dipastikan akan da2ps2T berseEngarud

L]
ui
r .
o
1
}
o
3

tarhadap peningkatan dan pengembangan oroanis

mencapai tujuan vang diinginkan.




Prosss pergambilan Keputusan/Peraturan Dasrah Menurut
Undang-Uncang No. 3 Tahun 1974,
Bardasarkan Fada pargertisn bahwa dasrsh
Tingkat II adalah daerabh otoncm yasng diszriksn hak dan
wEWSNANG yang berkewajiscsn asnguraes dan meEngatur rumah
Tangganya =endicri, aska pengambilan sksputusan terhad=
suatu  persturan dasrah  ituw adalah suatu bal  yang
mutlak dilakukan cleh pemerintan daer2h yarg Zalam hal
ini @&dalah Bupati Kepala Dasrzh dan Dewarn Perwaiilar
Rskyat Dasran (DPRD)} selaku pimpinan +tertinggi di
caeran Tingxz=t II sekaligus merupakan kswaiiban bPagi
marsks doliam rangka usahsa manirgratean dan
menzembangkan gdasrzh kekuaszarnya selakuy wakil
pemeriatan pusat yang barksdudukan di dasrahn.
Hal itu ditesaskan dalam Undarg-Undang MNe.S
Tampun 1974, pada pasal 38 yang aerdunyi : "Kepala
Daaran cencan apErsstusuar  Dewarn Formek:lan Fakyath
men=tapgkan psraturas Dasran” 12)

e
A dicES

& €alam pasal 44 syt 12 peEratu

!"l

o TR

FANG Bama neEngatakap a'Faraturan Das-af df tandatargani

alen Kepala Jdazrafdan Desen Perkakilan Rakyais™ 13)
D=ngan mzlihat pahegazan Ltersabut berarti

Bupaii L2pala Daeralk dzism kedudukanny va selaxu

Lsengulasa wilayah terkswajiiban maiaksarnakan rEsil

keputusan Dewsan Perwakilan Rakyat Daerah s2bab apa

yani menjadi Lkeputusan Dewan tadi datanya tentu
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bersumbar dari masyarakat itu ssndiri sehinggs mutlak
untuk dilaksanakan.
Yarensa itu sanhnva suatu peraturan dasrah harus

memiliki tiga unsur yaitu :
-

8. Harus memiliki syarat—-syarat t=rtentu
Untuk meng=2tanhui apakah sustu psraturan dasrah
dapat egikactakan =san, penulis . kzisngahkan keteatuan

terssput sebagairara yan am Undang-lndang

No.3 Tanun 1974, pasal 31 yang isinys ssbagsi berikut:

1. Peraturan Deaerah can ataua Kepala
Dagran tidak bolsh bertzntengan
dengan kepantiagar umum d&an
pEratursn perundarg-vndaagenr atau
peraturan dasrah yvang Lebih tingei
tingkatanhya.

=4

Lasran tigsk holeb
me0Ga o sgs.atd hai yang telan
diztur - dalanm peErakuran
perundang-undargan atau peraturan
dasran vang lesih tinggi
tingkatanny=.

3. Peraturan Dza=-2h tidak holseh
megatur sesuaty Hxl yvang te2rmasuk

urusar sumsn fEngca dasrak tingkst
bavahnya” 135 ).

Jadl paca pockokaya suatu psraturan gascahn vens  akan
diberlakukshn patia suatu daspah junpizi Il cicai: bolsh.
beritentangan fergan peratusan gdasrans Egcat L  atan
gengan kata lain suatih pgoraturan diss,en sana sskali

tidak boleh mencatur sStetu peratursn ya:c sudah distur

cleh daserah yang 1sbih tlrnggi tingkatannya.

xetentuan Penggunssr Persturan Das~ah

Uil

Didalam ameneniukan suatu psratursn dasrah hendaknya

13,14 dan 135) Undang No. 5 Tafun 1974, pasal 38, 34
dan pasal 31 '
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berdasarkan pada peraturan perundang-undangar  yang
berlaku. FMada hak=katnva Peraturan da=i-ah dibuat
untuk m=lancarkan me2kanisme zemerintahan di das-~ah

sebagai bagian cdari pemzrintah pusat, sadangksan

Katantuan yvang mengatur tentang psnggunaan seraturan

dagrah dapat kitas lihat daiam Undang—unganc Ne. 5
1574 paca pasal 40 sebagai berikut :
g - 2 Faraturan dasrah diundangkan d2ngan

mensmpatkannya dalan lemzaran dazrab
vang bersangklican.

7. Fearaturan daszranh menpunyal kKekuatan
hukam dan mengikat diundanghrapnys
dalam lembaran dasirah yaing
bersangkutan

3 Feraturan dasrah yEN3 tidak

mamerlukan pang=2saban mulai berlaku
pada tangga! vang ditentulkkan dalam
peraturan dasran yang bsrsangkutan

4. FPeraturan dasr-ah varg nEmarlukan
pengesahan muiai baerlakunya psda
tanggal perurdangsnnya atau p=d=a
tanggsal fErg ditentukan dalam
seraturar daarah yang tersangrutan

3. Feraturan desgirah  yang mamer lukan

pengesanan  tidak bolenh  diundangkan
esbelum pengesahan itu dipercien atau
sgbalum jsngka warktu yarg citentukan
untuk percesabtarnya berakbir' 14)

Bardasarzas ketsntwean dizkas. meka BEnsngarts
Eahwa gahnva =suatuy perundangas ¥ garata*~sn | daarzh

sabila ia (paratu-an) tarsetut pemilikl Ksiias fakior

ftadi artinya kelimz syarat ituish m=rupakan fun

aman

(49
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paratiran das=2rsh, karena apabila 1 meriliki maka

ceretursan  terssbul  kepasti=2nm

o
had
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Barlaku secara univarsal (umum) dan dis2suaskar dengan

kondisi, dimana p2raturan daerah itu akan diberizikuzan




Dalam kaitan itulah, maka suata penstapan aturan
Mmampu menperikar Rasil yang maksipal mana kala
dianalisa secara matang dan sadetzail mungkin karena
apapila tidak sedemikian akan merinmbulkan konsskwensi
veng lairn artinys bisa mendapet proies dari masyarakat
atau hkasilinya kurang nEmpuas«an. Larsna pentingnva

anali

"
iy

penatapar suatu  peraturar/ksputusan MoK
Mowman mengemukakan pendspatnya yvaite ads emosat hal
yang periu cdiperhatikan dalam meEn=ntukan susta

kzputusan :
"1, Menentukan dicgnase dari masslah
yang =ebsnernysa '
2., PFiziran atau penentuan pEmscaban
maszaliah (=2bir- Eaik

3« Proyexsikan dan candingkan
wonsskwensi dari pacdca ealtarnatif
4 i

4. B ril;h pan;la:Sﬂ perbedsan dDari
e=jumla konszkwsnsi i1tu dan
p*l‘%ah lenﬂkap tindakapnys " 17}

Apabila rumusan ciatas kita kaitkan dengan proses

i
o
[J!

peEngtapan paErsturan Dsereh. W 2z=3:" p2liag utaaz

vang harus

0
b
il
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I
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aimarnzs mamikirian dan
mapecabkan | suatn pEr=calan . aFtiays  angoota Denarn

Ferwakilan calam nfnsapresss suaty  peraturag zelslic

yor-vileyr sRIYSS 0% EE L R e e i DRI UTAT
taci mampu gcilaksanckan oiszh Buzat: K=pala Dasrah
s2iaku penguass wilayah dan sskailisus gzlak=ana
S=ratJaran gi dasresn Tingkan Ii.

146 ) UL No. B 1774, pasal 4<C
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Bentuk Dan Felaksanaar Peratursn Dasrah
Terhadap bantuk atau sitimatika suatu peraturan
daerah telah ditentukan dalam UnZfang-undang Nc.S Tshun

1974, p=asal 44 (1}, yang cdituangkan dalam peraturan

b
(A3

Meptars Dzalam Meceri Nc. 14 Tahun 1974,
Adapun bunyli pasal 44 ayat "1“ UU Ne. & Taowun 17274
yaitu = "Bentuk paraturen dasrah ditentukan oleh
Henteri Dslam n=geri” 19)

Berdasarkan pada ketentuas di stzsz, maka sacars garis
Sesarnys yang m=laksanakan psraturan dasrah itu adalzan
Bupati Kapala de=zrah selsku Kepals Hilayah. karena ia
kedudukanpya ssbags: pephguasa tunggs! ci dzerah. namun
terrnacap peslaksanaan peraturan dasrah  tersedut DPED
senantiasa me=ngauwasi dalam arti DPRD herhak meminta
pertangagung Jawaban Bupat:i mEngsna: peiaksanzan

parsturan di dasrah. Hal itu cimakeudkan karena DOFPD

dadsh Lambage yanag cdi  bari  hak clan WEWEN AN
berdasarkan perundang-undangan veng barlsku mMENgAwa=1
1alannva pelaksarnaszn poratu-an d daei‘an,! sehingas
apasila Bupsti +*idak melaksanakan tugasnya terdssar-kan
pEreturan yang bBarlaid. paks DFI0 Sarhsi untuk meagus.k
(meminta p2rtanggung jakaban Budabi) 3za oernak
msngusulkan penggantiarn Bupati Lrat ernyata telah

melangga: pozraturan. Dan usul fs-zs=iu% 231 =amaaikan

berdasarkan hirarki dan zturan yang bec-laty,

19) Undang—undang No. & Tabun 1274 gasal 44 avat =3




BAR IIT
EAMZARAN UMUM LCKASI PENELITIAN
Gambaran Umum Dasrah Tingkat 11 Pinrang
: Kabupaten Finrang adalah merupakan suatu Daerzsh
Vingkat II yang =acda di Sulawes: Selatan dimana
diberikan hak selaras dengsn daerah Tingkat IFf
lainnya untuk mengurus rumah tangganva sszrndiri atau
cisebut otcncmi daerah, dibentuk berdasarkan Undang-
undang No. 29 Tahun 1939 tentang : Pembenitukan Daerahb
Tingkat II di Sulawesi. Daerah terssbut tarletak 180
kilom=ter dari Kota macdya Ujung FPandang dergan  luas
2
wilayah 19€1, 77 km dengan batas-batzs :
- Esbelen -Barat berbstaesar dengan Kabupaten Pelnmas
~ Sebelakh Utara berbatasan cengan KXabupat=nBarekang
—~ Sebelan Timur berbatasan dengan Kabupa<en Sidrap
- Sebelan Selatan barbatssan dsngan Kodya Pare-pare

Flam di daerah terssbut cukup bBaik karena

apabils musim huajan  tibks  tidak akan mengatami
kebanjirar ksrena adanya Bungai Saddang yeng dapst

mEnanpung air nujan, dan  Jike muUsim  kering Juga

tidak mengalami kekeringam karsna jaringan irigasi
dari Sungal Saddang telah dimanfaat:ian.

Esrdasarkan variasi-variaszi dapat dikatakan
bahwa prossntass rata-rata dari keadaan tanah cukup
baik szhingga tidak mengherankan jika di Kabupaten

Pinrang ini termasuk daerah yang mampu melakukan
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panen padil ci sawan tiga kali dalam setahun dalam

arti pendyduk mayoritas adalah pstan: padi, selzain itu

juga memounvyai mata pencaharian @ Petani Tambak,
Fedagang, Karvawan 7/ Buruh das - s=bahagian juga

adalah Pegawai Negeri.

Sedangkan Jjumlah pernduduk dasrsh JTdngkat II
Pinrang 294.973 jiwa terciri dari € Kecamatan, 54 Da=s=a
dengan jumlan RK 413 dengan jumlah kszpadatan penduduk
151 jiwa per kilonetar Eujursangkar yang memiliki
incame perkapita Rp. 428.&1%.

Kabupatan Daerah Tinckat II Pipranc adalah
dasrah yang mem:iiki anexs2 ragan agama d=ngan
parincian yaitu :

a. Agama Islam sebanyak 283,098 arang
b. Penganut agama Kristen 2.247 orarg
c. BudhasHindu &81 orang

d. Aliran kepercayaan 1.380 crang

Secangkan ibukota <znoupaisn acalsh Finranrg Yarng

terletak di Kecamatan Sawitte car dicini pulaizlr kanto-

supatii Kepalz Dazrah dan kantor~ Do Ferunkilan Rakvat,

Ve
o
1

dibangun sebagai gpusat «egiatsn sistia pamsrintakan
cseran Fingkat 11 Pinrany sskalizus temaat dimana

Senulis meliakukan pancslitian.
B. Eruktur Organisasi Kantos Bupati
E

Kepala Dasrahn ingkat II Finrang dan Kantor Dewan

Ferwakilan Rakyat Daerah.




Sebalum diuraikan lsbih lanjut tartans struktus
organisssi kantor Bupati Kepala Dasrzp Tingkat I1
Pinranyg, maka terlebih deshulu dijsiasvan pengertian
struktur organisasi izu sendiri .

Menurut pendapat Jhon Ffipaner & S. COwen Lane
mengatakan :

"Struktur DOrganisssi adslas hubungan diantara

.

vitas merz=ks atu

[N

n

Karyawan—karyawan can aktivitszs-sk=
sama lain serta bubungan tarhadap kesslurubzn diantara
meraka dimana bagian—-bagiannvya adalah tugas-tugas atau
pekerjaan satau fungsi mereka masing-masing anggota dari
kelompok pegawail yang melaksanakannyz "17 )

F=rtolak dari ba*asan tersebut diatasz daonat
ciambil suatu kesimpulan bahws struktur Crganizaszi adalah
kerangka meny=2luruh yang menghubungkan “ungsi-fungsi dan
maneftapkan hubungean yanj tetap diantara pegawai vyarng
melaksanakan Turgsinya nssirg-masing. Jaci cisini
jeleslal banw= étfuktu* etau bagan organisasi merupakan
susta alat untuk mengetabui ieciatan stau funcei yarg ada

am suatu arganisasi baik yangy bezar meupun yang kecil.

-
Dari Srgunan i@rsasut, nE AR tisalan pada
parscalan  yang ekan dibahes , yaitu tentang sErubtur

FinranGs

=

organisas=i Kantor Bupati Xepala Daerabh Yigkat I

serta struktur organisasi Kantor Dawan Sz-wakilon Rakyat

Dasrah (DPRP) Tingkst II Finrang setac:z: lembaga vang

memproses suatu peraturan daerah.




Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur crganisasi yang
berlaku dewasa ini pada Kantor Dasrah Tingkat II Pinrang
acalah bersumber dari keputusan Menteri Dalas Mageri
Mo.130 tahun 1978 tentang Fedoman Susunan Organisasi Jan
Tata Kesrjz Sekretariat Uilaysh s TCaarah Tingkat Ii.
Sa2kretariat Kotamadya Dasran Tingkaeit 11 dan Seskrstarizt
Cawuan Pefwakilan Rakyat Daesr-ah Tinckat I1I dan dipsritzcas
asngan peraturan Dasrash Tingkat 17 Pinraac Nomor
3/PL/197% tentang Susunan OGrganisasi dan Tata Kerjs
Sekretariat Wilayah / Dzsrah Vingkat II Pirrang adalah
sabagai berikut 3

i, Bupati Kepals Dasrszh Tingkat II Finranc
Dalam kaitan itua bupati mempunvai kedudukan:
= Sedagai kapala pemerirtahan Wilay=h adalah wakil

pessrinteah, penguasa  tunggsl di wilsyah dalam arti ids

sebagal Administrator Pemer~intazhen, Pembangunan dan

Tingkat 1 Pimrang, calam tugasnya 4dtu s=2nantiz=a
Ceruzans pemoilsa panyslsnggarasan pEmCSRganan den
pamarintahan g d3wrah Tisgkat 4Y Pinrang aga- kahidunan

Sadangkan dalan tugasnya tadi, ia mampunya:z
pembantu utama yang ciseout Sekreatariz YWilawvah Dasran,
Sekrataris inilah yvang sangat berpsran dalam kesuksesan

tugas Bupati Kepala Dasrah sehingoca ia dapat dikstakan




Ha

dalam kesuks=zsan tugas Bupati Kzpsla Daerah
sehingga.ia dapat dikatakan s=baga2i tulang
punggungnyas Bupati dalam melaksanakan tugasnyas,
kar=ana itu pengangkatannva atas usulan EBupatli
sahingga herus selzktif dan mampu kerja sama
dengan Eupati Kspala Daerah.

Cish karenanya Sskrestaries tlilayah Daerah men—
punyai ssisten—asistan/pssbantu untuk srembantu
melaksanakan tugasnya,' hal itu diperlukan
mengingat tugasnya cukup oerat dan sensitif.
Bagian peserintahan, Tugas bacian ini adalah
melaksanakan sebagian tugas.sekretaris Wilayah
dalam arti ia sdalzh gpelaksanz dan penanggung
jawab di bidang pemerintahan. Dengan melakuakan
persiapan s=gala sesuatu untuk manysliesarkan
masalsh ketatapraiaan. psngesmbangan perkotaan,
pemarintahan desa dan kepanducukan, keta-tiban.
Bagian Pemerintanan ini m=ambawahi BSub Pagian
yaitu -3 Sub Bagian Pamerintzhan, Sub 2agian
Tatapraiay; Sub Bagian.Pangembanqar Perkotzan,

Bagian Pemerintaban PpPesa dan S8 b Fagian

Bagian Hukum cdaa Organisasi Tatalalizana hugas,
Bagian ini, moemsersiapkan rencans  peraturan
Daerah dan meneliti produk-produk hukum laisnya,

memnberikan bBas:uan huvkum dari dalam gan diilovar
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Organisasi tatalaksanz, Sub Bagian Perundang—undangan,
Tata Hukum, Sub Eagian Organisasi dan tatalaksana. Sub
Eagian Perpustakaan.

4. = Hsagian Keuangan mEmpunyai tugas melaksanakan
szbahagiar tugas sskretariat wilayah daerah, artinya
menyiapkan bahan gan mENYyUsSUn  anggaran -pendépaten
dan belanja dasrah, mangoiah administrasi keuangan
dasrah, menilzi pelaksanaan anggaran peEndapatan dan
belanja daerah, menyusun rencana Feraturan da=rah
bidang kesuangan dasrah, merumuskan petuniuk—-petujuk
pelaksanz peraturan da=zrahb cdalam bidang keuangan
dzerah, serta turut marsncanakan dan mempersiapkan
ketentuan-ketentusn peningkatan pendagatan daerah serta
meny=2lenggarakan tata usaha bagian.

Bagian keuangan ini membawahi sub bagisn vaitu 3 Sub
Bagian Anggaran, Sub Bagian Pambukuar, Sub Bagian
Feraosndaharazan dan Sub Bagian Pembirnaan Sumber

Pandapatan Daerakb.

L]

- Bagian Pearskonomian, tugas bagian ini adalah menbina
dan mengembargkan perekonomian masyvarakat, perusahsans
daeran, perbankan dan lembaga pengkreditarn daeran,
mengembangkan mengolah laulintas komoditi  dan trayeik—-
traysek transportasi sesuai cengan per;turan perundano—
undangan yang berlaku darn tata laksana bagian. Bagian ini

membawahi sub bagian pembinaan prasarana perekonaomian

rasyat, sub bagian pembinaan perusahaan  dasrah dan




masyarakat, perusahaan daerah, p=rbankan
dan lembaga pengkreditan dazrah, mangerbangkan

mengolah laulintas komoditi dan travek-trayek

1si szsuai dengan peraturan perundang-

transpo-t

n

undzngan yang berliaku dan tats laksans bagian.

Bagiar ini mEmbawahi sub bagian gembinaan
prassransa rerekonomian. rakvat, sub Dagian
pEmbinazn erusahaan daerat dar g2rbankan.
= ]

Bagian Fembangunan, tugas bagian irpi vakni

membantu sakretariat wilayah da=rah dibidang

pembangunan yang dibiavai dengan anggaran
cencacatan belania daerah, bantuan pambanguran

gen cana pembangunan lainnys baik dari dasrab
tingkat Il ataupun dari pusst, dar hzrus manpu

mengunpgulian, memeliharz dan men~galak deta

& manyajican dokumentasi informasi, melakukan

xoardinasi FERyYISnan pregran Tandinan
pembarguwpan dssrah di lingkungan sererta-iat
darrah dar satilan orgazisas) iaz vang
ditugaskan pagsanye © mangadakan azEnsenoaliar
administratis pelaksanaan pesbanganan das=cah

mangave Lluazss dan mINYyLusun iaperan

penyusunan pelaksanaan program, sub

pangendalian pelaksanasan program dan sub




agama pendidikan dan kebudayaan dan sub bagciar kesshatan.

3. Bagian umum dan protcksl, tugasnya menyvelsngoarakan

sabagian tugas s2kesrtariat wilayah cdzlam hal LmLIm
hubungan masyarakat dan protokol.

Maksudnya i

m

melaksanakan urusan tata vsasa dan pembinasns
A2arsipan, m=laksarakan urusan ruman tangga, sekretarist
wilayar, melaksanskan urusan dan vagiatan kEamanan
Terhadap perssnil, materiil dar informasi, mesgadakan
hubungan dencan lembags resmi rakyst dzslam tukar menuker
pemberian informasi, melakukan urusan protokol dan
perjalanan dinas serta menyelsnggarakan tata uszabs bagian.
Dan Dbagian tersebut dzlamn ftugasnys dibantu oleh sub
bagian vyang dibawaninya vyaitu : sub bagian tata usahns,
sub  bagian ruman tangga, sub Etagian pengamnanan, sus
bagian humas can protokol, =ub bagiasn pengadaan dan

pExsriaan peralatan serta sub bagian pengananan sandi dan

telkom.
2. Bagian regegawaian sacalah mEnpersiapkan den

2laksarnakan masalah kepejawiaian, ariinys mempsrsiaphan
taia polaksana kepegawaian, mersncarakan dan malaksanakan
k=gizstan peambinaan kariev FEgewai, melakukan =segalas

szsuatunya yang manvangkut kadudukan  holuam

E

Bagian kepegawaian ini membawahi sub bagian seperti: sub

bagian umum kepegawaian, sub bacian pengembangan esrisr
pEgawai dan sulb bagian mutazi rapagawaian.

10, Eahagian Hubungan Masyarskat, oahagian ini
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mempunyai tugas : menyiapkan / mengumpulkan berbagai
informasi sebagai bahary masukan pada pemerintah melalui
radio, TV dan media lainnya untuk diketahui oleh
masysrakat dan menghimpun berbagai dokumen atau

mengarsipkan berbagai data yang sewaktu-waktu masih akan

digunakan. Bagian tersebut membawahi sub bagian @
sub bagian pengumpulan dan penyaringan informasi, sub
bagian penerangan dan pemberitaan dan sub bagian

pembinaan perpustakaan dan dokumentasi.
Dari seluruh bagian dan sub bagian tadi adzalah
merupakan total sistim yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan karena dalam tugas-tugas tersebut saling
menunjang dan bila salah satu diantaranya mandek atau
tidak melaksanakan tugasnya, maka bagian/sub bagian
lainnya akan mengalami pula hambatan (kemacetan).
Selanjutnya lihat struktur organisasi
Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Finrang
( lampiran ).
Sebagaimana kita ketahui Dewan FPerwakilan
Rakyat Tingkat II terdiri dari :
1. Sekretariat
2. FPanitia Musyawarah
3. Panitia anggaran
4. Komisi-komisi
5. Panitia Khusus

d. Adapun fraksi-fraksi yang ada pada Dewan Perwakilan




Rakvat Dasrah Tingkat II itu meliputi :
1. Fraksi Fersatuan Fsmbangunan
2, Frak=i Kasrya FPembangunan
2. Fraksi Partai Demckrasi Indonesis
4. Fraksi Pngkatan Bersaznjata Republik Indonesia
Mamun parlu diketabhui bahwa sskr=tarizt Dewan
FPerwakilan Rakyeset Dzeran 1tu kepalai oleh Eskretaris dan
Sekretaris ini adalah unsur Dembantu utama Kestua D=wan,
peEngangkatannyva diusulkan oleh Bupati Kepala Daesrah dan
harus mendapat pesrsetuijuan dari Dewen Parwakilan Rékyat
Daerah.
Melihat penting jabatan sskrztaris Dowan terssbut,

maka seoranc yang skan diangkat menjadi Eskr=staris harus

0y

memiliki keanlian, =cakapan  yang cukug hal iditu
cimaksudkan 2agar iz mampu melaksanakan tugasnys dengan
sebaig—-baiknya karena =apabila dalam malaksanakarn tugss

tersebut tidak berjzlan ssbagszimana  yan diharagkan,

tentunya Dswan akan mencgalamil hambstan delam melzlizanakan

ot

i

ugasnya artinya usaha untuk menss
akan mengslami hambatan dasn ﬁrsssz p=arsidangan mengalani
hal semacam itd. Dalam rancka usaha menghindac-i
k=jadian s=e2macam itu, maka Dewan Porwakilan akyat

Dasrah Tingka= 11 +*=lah mengeluarkan Keputusan taentang

o

susunan FPersesnalis dan Bidang tugas Komisi-komisi Pswan
Perwakilan Rakyat untuk tabun anggaran 199071991 dengan

surat keputussar Nomor 19/DFRD/AX/1990, yang meliputi S




( lima ) Komisi/Xomizi "A" sampai dengan Komisi "£°.
Adapun susunan Komisi tersebut dengan bidang tugas

sebagaimana tabel di kawah irni 3

TAREL 2.1
DASTAR SUSUNAN PERSINALIA KOMISI A
I 1 i
NoL T N A v # IJAEATAN I SIDANG TUEAS
I i —— S e e
I I i
I. T HMe Y ANAS I Katua 1 1. Urusan Femerintahsn
2. 1 TIODINE A.UNDE, BA IWk.Ketual 2. Urusan Kepegawai—
2. I DRS.MARYIDDIN I i &n
i FRSRAH ISekiret. I 3. Ferundang-undangzn
4. I H.A.TIJAPGNTE I I
I DB.BELLA IANggot= 1 4. Urusan Dess
S. I DRES.H.M.JAFAR I i
i BAMUSE IAnggots 1 S. Polieik
I I I &. Agra~ia
) I I 7. w=zemanan
; I 1 8. Milik Daerah
I I 1 %. Perpustakaan
I I I

Sumber dats Ksntor DPRD Kadsupaten Pinrang Tahun 1950

Tebe. <Jdiatas, menuniukkan bahwa konisi il
reaguras/mengsloals tantsnc EenaTesn Bhnminiztrasi
Emerintahan dar alat per'eackazan npecari/deerah serta




TABEL 2.2

DAFTAR BUSUNAN PERSONALIA KOMISI B

a0

I I I
No.I N A i =1 I JASBATAN I EIDANE TUEAS
i ;5 I
3 T I
1. I HAMID A.DJARBAR I K=tua I 1. Kzuanzan
Z2+ I NURDIN SENMNUMG I Wk.Kstus I = Retribusi
3. I H.AJAYAHEATI NURDIM I Bskrstaries 1 — Sumber—
i . I suntar
1 1 I L2uanganr
i 3 I Daarah
4. I H.A.TANFA BUCDU I Anggota X
S. I HWAMACHMUD SYAFIS 1 Anggots I Z.Perusahaan
? § i ¥ Dzeran
&, I ABD.RACHMAN 1 I
I 1 I

Sumber Data : Kantor DPRD Kabugaten Pinrasng, tahua 1990

Berdasarkan tfabsl 2.2 tersebut m=huniukkan

tugas kemisi B mangurusi tentang sumber tentang

bahwa

sunber

pandapatan dasiran, maksudnya segala hel vyang berkaitan

dengan pendapaian dserah s2hingge apabila akan

undang-urdang/pa-aturan daerabe msk2 kopisi inilah

memoerikan Inputh ©a2n arcumer/lertimbangan, hal ins

cerarti womisi  lain ticdak aktif gs=lainkan i

U]

sanbarikan pardangannya. Hanye :omizi B ini secara
dominan yarg mangumpulikan gata Yarg gisutunkan

Fersidangan stau proses dalam ksgiatan bigang

sedagaimans tsrsstout diatas (f2021 2.2)

Ui

cisusun

yang

bukan

rk

dapai

rhusus

dalam
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TA3SEL 2.3

DAFTAR SUSUNAN FPERSONGLIA KOMISI C

i { I
No. I N a ™M a I JABATAN I BIDANG TuGaS

3 I I
I I I

1. I ANDI EA4SDARU I Ketia I 1. Ekcnemi
I I 1

2. 1 M.ZRINAL ABIDIN ARSAN I Bk.Kstua I - Kaperasi
I I [ - Ferdagangzan

3. 1 A.Z. RACHAN i Ancgoia I -~ Perbu-uban
1 1 i

4. I H.A.EASD KERANG. BA I Anggeotr I 2. Produks:
I I I

5. I PATERRU PANGEALA I I - Pertanian
I 4 I - Parikanar
I I I - Petarnakan
% I I - Kshutanan
I I 1 - Psrkesbunan
I 9 I = Partarbangan
1 1 g

Surber dats : Kantor DFRD Kabupaten Pinrang, Tahun
1979
Kegiatan Komisi inZi yaitu cidang
Ekonomi/Produke: maksudnya segala hal yang bertalian
dengan eskcrnomi San produksi guna mengangkat hazil-hasi
pendagatan dasrah di bidang iww { kowmisi C iy maka dizliah
yang bertanggurg jawab sehinggs otomatis apaniia acs
perszidangsan celam Dewan. mEEI datanya/informasinys

barsumosr dsri koniei C,




=Y

| %]

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA KOMISI D
I I I
No, I M & m a I JASATANM I EBIDANE TUSBES
i i I
L —1 L el
1 I I
1. I ANMDI SULAINMAN PASSLLANET I Ketua I .Pekarjisan
I ! i Umum
2. I SYAM3ULDIN DJAFAR I Uk.K=2tual! - Jalan/iem-
i I i Batan
i I I = Irisas: /o
S. I MUREMMAD EAMAD I Sgker - I ngairar
I 1 1 - EBegung milik
I I Taris= I Daarah.
T I 1
4. I J. BERUNG I Anggota I
I I I 2. Bangdes
5. I H.M. RAMLI REWa I fnggeta I = IR oD
] I I — Pengéarahb days
&. I DRS.AEDLL RIVAT TUWO I foogaota I =L ain=1ain
I i e .
Sumbsr data : kantor DPRD Kabupaten Pinrang Tahun
1590,
Fada Tabsl di =2tas membariksn gambaran bahwua
Komisi D membidangi/tugasnva adalah mencnitsring tentang
Jalan; jembatan Irigasi/oencairen, gadung o B
gaerah <©ar bzptuar desa baik yang Eerasal dari pusst
ML P Gar dasrsh Tiachks? ¥ Finrang, Snd be-arti
1 3= T ot ey e e T e e em ] it m e -~ }
amis -ain Tigda< Lelen  medgucuzl kagiatan bonis= i
TARLR Y3ng  paLANg  IEr Tancouno jJoawab Halag g=ladsanzaan
tugas tsrsebut agalsh ¥omisi #pY .




TAEEL 2.8

DAFTAR SUSUNAN F

m

RSONALIA KOMISI E

I I I
NO. I NAMA I  JABRATAM I BIDANG TUBGAS
; RO | T e S | LR .
I i I
1. T MUHAMMAD JaHIz I ¥Yetua Il. Pendidikan
I i I - Pencidikan Umum
2. I K.H.ZATNAL ABIDIN I Wk, Ketua 7 - Pendidiran Agama
 § I I - Fendidikan
| 3. I MANSURE 2ALLOMEp I Eekretaris J Masyarazat
I I I - Clah raga/pemnuda
4. I A30. DJABBAR I Angootsa I 2. XKes=2natan
S. I MUSTAFA MUFTY I Anggota I - Rumah Sakit
i I I Umum
6. I MUKADDAS TALIB i Argcota I - B.K.1.A
I 1 I - Bzlai Pengobatan
I I i3. 8.4 s 4 af
I Y 1

Sumber data : Kantor OFRD Tinoka® IT Finrang, Tahun

1990

vikay kKita asati Kompiszi "ES Tersebut,
maka nere<a mangurusi / digeri tugas dibidang
pendidikan secarz umum, ‘masalah kes=2hatan dar masalah
sosial artiryas msnogurusi Paningkatan kes=jiahteraan

ditidang ncn fisik.

Femdagian tugas pac:s Yonisi-komisi galam Dewsap

T
in

~wakilan Fakyzt Deerah

s&ncaocta Dewan meng=tahui bidana tugasnavya
"asirg sshingga dengan demikian arggota SWan
reselu-uhan aktif mengurusi tugasnya (kidak vakumi

iz o=rfungsi sebdagaimana tuntutan masyaraks

Zzriclak dari alur pembahasan di atas, maka




dibawah ini peaulis akan mesnguraikan struktur organisssi

Kantor Dowan Parwskilan Rakyat Dasrah Tinagkat It Pinrang,
STRUKTUR ORGANISAST CEWAN PERWAKILAN
RAKMYAT
DASRAH TINGXAT It KAESPﬂﬁgﬁ_ﬁ;EjEHE
KETUA DEwWAN
SEKERTARIS
DEWAN
EUR BaAtIAN SUE BASIAM
FERSIDAMNBAN KSUANEAN

Adapun fungsi dan vBsenangedard struktur dil atas.

i: Ketua Dzwsn.

Fungsi dan AewuEnang Xetua Dowan sdalar
R
Ia s2bagai fop pimsinan dalam organisasi z2rs=ebut
sehinggs dalam #eciatanya/rapat ia sanantiasa monimal
ialannva rapat atsu melimpahkan WEWeNINgay 3 ke=pads
anggota  lainnya berdasarkan aturan, maksudnys e tua
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inllan Takior penentu dari keberkasilan tugas Dewan

Jas

Parwakilan Fakyzat karsna ia harus memiliki kelebihan dan
kenampuan. Hal itu dimaksudkan apabila terjadi perosdaan
pandangan, maka Kstua - mampu merangkun/memssrsatukan
pandangan yang 5Ssrbeds fadi sehingga rumusan yang dismbil
clzh PDswan Perazkilan Rakyat denar-benar dzpat
drlaksanakan sesusi kzmamsuan raivat,

Mangingat pentingnya tugas dari Ketua Dewar
Perwakilan Raky2t Daerak ini, maka di dalam Bah III paszl
¥F"  tentang tats t=rtis p2rsidancan Deswan Perwakilzan
Rakyat Daeral | dijelaskan bahwa tugsas pokek pimpinan/

L]

“.
1
]

F= L

N3N Y&

(Y
2

Brancanakar  g=mbagian tugss kerja Fetua das  Wekil
“eluye yYang harus dirumusksan pada permilasn sidang.
2. Henstaskan acara untuk sesuau sidang atau

sebahagian dari sssuatu sildang dan palexsanasr szzranva.

1

L)
"

i
8
b

-
U
1
i
o
i
e
KR
m
a
Wi
n
& |
i
<5
L
i
U}
 ]]
]

\gar fereturan tats

LLSanAaNen Sengarn.  saksarna, menbersi izin biceras

dan m=mis3ga scar pEm3icara da3at mengucapkan midaterva

1
1
k

W

-
1

u
1
i
1

- .:1 - — - -JH' -
4. Menyimpulsan persoalan Yang akan ciputdskan.
S. fAzlaxsznakan kaputusan rapat.

8. Sekali sebulan dan pads wakiu yang dipandang p=rilua

mangadakan kamsulitszsi tentang pel

W

ksanaan tugasnya kepada




kzpala daerah.
%. Sewaktu—waktu mencantumkan perscalan rumah  tangga

sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam acara

rapat.
Tugas—tugas ketua terssbut di atas mereka di
bBantu oleh wakil ketuz, dan wakil ketus inilah yang

bertugas se@hari-harinya apabila k=2ftus berhalangan.
Z. Sekertaris Dewsn Perwakilan Daarah

Adapun tugas sekertaris ini meliputi :
i. Menyelenggarakan urusan kepsnitraan Dewsn Perwakilan
Rakyat Daerah.
2. Mengurus sagalz: szsuatu yang termasuk urusan _ rumsab
tangga ( alat perlengkapan ) Deswan Parwakilan Rakyat
Dasrah.
3. Menghadiri setiap rapat-rapat Dewan Perwskiian Rakyat
Daerah, terkezuali apakila i3 berhalangan karenz alasan
vang dapat diper-tanggung jawackarn.
4. Mamberiksn pertimbangarn tethnizs pada pimginan/kKaztus
D=wan Perwakilan Rakyat daerah, khususny= Zalam  kegiatan

Panitia Musyawarah, komisiskomisi dap-panitia khusus.

=4 Memberikan seterangan kspada Kepala Da=ran tentang

segala kegiatan Dewzn Fzrwapilian Rakyat Daerah.

3. Sub Bagian Umum,

Bidang tugas bagian ini adalah tempat kegiatan

1l

administirasi Xanztor Dewan erwakilan Rakyat Daerah




Tingkat II Pinrang.

Maksudnya mulai dari pencatatan surat sampai kepads
pengirinan kembali surat tersebut atau hai-hal lain vyang
bertalian dengan itu, seperti pembuatan Surat Keputusan,
Risalah dan lain-l2in. Damikian juga masalah perzlatan
Kantor, bagian inilanh yang mengelolzhnya ( menjsgs )
keuatuhan dan keberadaannya agar- pamakaiannya t=tap

terjamin.

4. Sub Bagian Rapat/Persidangan

Sedangkan bahagian tugas vyang merseka  kerjakan
yaitu s=zgala hal yang bertizalian dengan k=2giatan rapat
atau persicdangsn pada Dewan, bacgian ainilah yang sangatl
berparan ka-=na selain di dalamnya berkscimpung saluruh
anggota Dewsn Jjuga mangurusi jalannya peir-sidangan sampai
k2pada tersitryas suatu keputusan rapat. maksudnya
dibuatnys suzatuy surat  keputusan vang pesuatannya di

alihkan ks Sub Bagian Umum.

5. Sub Bagian Ksuangan.

Adapun tugas Bagian ¥Kausngan irni nsagurusi  setiap
biaya/anggaran yang di gunakan olsh kegiatan pada Kantor
Dewan Perwskiian Rakyat Daseran Tinghka II Pinrang mulai

cari a2lat tulis—-menulis Kantor sampai kepada caii anggota

Dewan.




BAE IV
ANALISA DAN PIMBAHASAN TENTANG FENETAFPAN

FERATURAN DARERAH TINGKAT II PINRANG

Dasar dan Tugas FPokok Buoati kepala Dasrah dan Dawan
Perwakilan Rakyat.

Di delam sistim konsTitusi dapat dikatakan banwa
setiap hal yang berhubungan dengan sistim pemeriniahan
yang &da didaeran berarti harus berkaitan antara satu
cengan yang lainnya, maksudnya antara rakyat di satu

sisi dangan pemerintah daerah di sisi  1lair karena

masalah nas.. . adalah bahagian dari keseluruban
asp=s Yang juugs baradsa di daeral.
Karena itu di dslam perundang—undangan yang

berlaku di negara kita, ditegaskan bahwa negara
Republik adalah nzgara kessatuan, sedangkan dalam suatu
nagara k=satuan, prinsip dan p:l% kecijassanan ygﬁg
orientasinya untuk mamalihara kessrasian, keselarasan,
xe2s2imbangan; k2kussasn antarz pemerintan pusat dan
tasrah.

Jadi pada Hakekatnya pemerirtah pusat sacara

g=run dapat mencamsuri urusan pemerintaban di  dasral

-

szl saja perxaitan dencgan ka2pentingas umum.  Namun

Lussr derarti bahws di caerah tidak terdapat kehidupan

¥ |

demakrasi, hal itu dapat kita 1lihat dalam Undang—

Undang Dasar 194Z pasal LB dinyatakan :

45
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“ Daerah Indcnesia akan dibagi dalam daerah Propirsi
can daerah propinsi akan dibagi pula dalam dasrapk yanag
lebih kecil. ©Di daerah-dasrah yang bersitat otancas
2kan diadakan Badan perwakilan da=2rah, olsh karen di
dasrah pun pemsrintahar  akan bersenci atas dasar
pérmusyarswatan".

Dengsn mengamati penecasan tsr-sebut 24 atas; dapat
diberikan suatu asums=i bahwa dasran Tingka: II
memperoleh pPErnatian dalam kehidupan demokrasi,

artinya sarana untuk melaksanakan kehidupan demckrasi

m

e

telah disediakan, Hal itu merupakan konsskwensi 1o

i

dari asas k& | ‘2tan rakyat, ssbagaimana yang termiat
dalam kstatans3araan kKita, yang mana rakyat secara
keseluruhan mzapunyai hak untuk rErgncanakan gan
terlaksananya keberbasilan program pemerintahn yang

o

o

1]

sekaligus msnc nkan kehidupan demckrasi kepaca
Masyarakal secars upum. |

‘Dengan dasar itulsk s2hingg= Kepala daerabh Tingkas
II Pinrang sempunyzi tugas yeng harus c¢i  selessaikan

S€Cara pb3ik b2rssms—sana denuar  DPewan Paruwakilan

Rakya® Da=~ak { DFRD Yokarena ia adslszsh marupakar

wakil pererintah pusza* Ya&ag bderxzcudukan  di daerah,
artinya sacara kenstitusi me-sk- diter-i hak untuk
mengatur, mengurus berbagai had untub menjadikan

dasrah vyang dipimpinyas dapat cs=jaiar cangan dasarah

lain yang mampu mensejanhtaranican mesyarakatnya.




tn
o

Kegiatan tadi harus berpedoman kepada Peraturan yang
berlaku.
Selain itu Bupati Ks=pala Daerah bessrta Dewan
.Perwakilan Rakyat DPaerah ( DPRD } Juga dissbut
se@bagail Pemzrintah Dasrah karena ia secara bersana-
sama diberikan wawenang mengatur/menjalankan
pelaksanaan pemerintahan cdenai suksasnya Program
pemerin<ah. Dan dari s2gi tugasnya mersks mempunyai
wawenang tersendiri yaity * E=pala Daesrahn bettugas
dalam bidang eksskutif sedangkan DFRD bertugas dalam
bidang legislatif, akarn tetapi dalam fAENsSukseskan
program pemerintah di deerah ia harus bekeria sama
ssbaix-baiknys, tanp= meErska keria sama maka
kabarhasilan tugasnya tidak mUngkin  akan tercapai.
S=dangkan untuk mencapai kebterfasilan di a2tas,

di periukan adany= iklim pemerintahan di dazarah yarng

stabil cdan dinamis Yang mampu menceErminkan can
mEngemtangkan ASpirasi wmasyarakat daerah, yakni
s2nagai prasyarat untuk terciptanya “estabilan

Festiksssan PFERaanNguUnan secars manyelurubh dari
atas dan dari bawah, maka tugas pemerintan Daarah
{ Bupati dan DFRD } PEranannya saigat penting dan
gangat menzntukan.

ARdapun keatentuan khusus yang mengatur mengenai hal

tarsabut  terdapat pada UU No. S5 Tahun 1974 tentang




FPokck—Fokok Pemerintaran
yaitu : ‘"otonemi yarc o
dalam arti bukar otsnoqi

prinsip pemberian otonons

paca faktor—fakzox atau pEr-pitungan—perhitungan,
kabijahisanaan yeng benar-kensar dap meniamin daerah
yang bsrsznckutar eecars nyata dan certanggung jawab
artinys pemtbtarian citonosi Sasrsh ity sejalan o=2ngan
cyiuvannya, yaite melancarkzan penlsngunan | di s=gala
bidang k2 szluruh palosck dess dengan landasan ha-us
s2sual denoan atusan/petuniuk daripsmerintah puEak,
artinys Rarus €% dasark paZs pols-pole sebagai
nErikt

1. Harus susual cdengean pemainsan politik dan kesatuan
ban 1S3

<. Harus capat menjamir hubungan vang sesuai, serasi
antara  pamsrintah pusct Cx cdaareh atas dasar
ks tusan nagsyra K@szidsn.

- FHESUWE dApsd meEnjemin =I2ERE G INgRa don cen QUaan
glasrairs ( ziaksanaannva .l Hseaslzn  pads 3zas
iesentralisasi W

U3 an xaltan itular mepurut 45 MNp S Tanhin
XT3 cemscintah Daarah sdslizh Kszais Dasrah  den
CExan Frewsliilan Rskvat Dasran. Dam di dalam
amny=leng2srakan tugas dan fungsinya, Kegala Deerah
g€i bantu ecleh beberapa unsur vang =rkait di

di Dasrah, vyang konsapnya
yata dan bar-tanggung jawab
yan3g szluas-luasnya®. Jadi

daerah haruslan d¢i dasarkan



(=

dalamnya seperti : Wakil Kepala Das=r-ah, PBadan
Partimbangan Daerah, Sekretaris Dasran, den Dinas
Dasrah.

Oleh karema ditu WU MNo. 3 Tahun 1974
menandaskan bahws Kepala Dasrah t2lah mempunyai dua
fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah otcnon
Yang memimoin, menyelanggarakar daon bertanggung
Jjawas s=zpenubnya tentang jalannya pemsrintahan
daesrah, sedangkan fungsi s=bagai Kepala Wilayah
yaitu memimpin penyelenggarazn urusan pemsr-intahan
umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di dasrah.

Salamjutnya kar=na tugas dan fungsi s20rang
Yepals cgaerah itu sangat kempleks, makea
pangargkatannya  harus selektif sehingga ia mampu
melaksanzkan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Jadi tugss kepala dasrah berdasarkan Undsng-

undang Nomor S tahun 1974 terusams pada pasal 22,

|

3 dan pasal 30 antars lain

&. Meminpin jalannya pemerintzhan di dasrah
0. Mawakili daerahnya di dzalam dar luar pencadilar

€. Derngan pErsstujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menetapran p2raturan  dasrah tentang
anggsaran pendapan can belanja dasr-ah
d. lMenetzpkan Reputusan untuyk melaksanakan

Feraturan dasrah atau urusan-urusan dalam rangka

tugas pambantuan.,




Dalam kaitan pelaksanaan tugas—tugas
terssbut, maka Kegpala D=zerzh mampunyai hal,
wewenang dan kswajiban yakni :

a. Kepala daerah menjalankan bhak, wawenang dan
kewajiban pemerintahan ds=rah; Kepala Daerah
menurut hira?kinya certanggung jawab regada
Presiden wmelalui menteri dalazm negeri yang
Ciwakili oleh Gubsrnur Tk.1:

b. Dalam menjalankan hak, wewsnang dan kswajiban
pemarintah daesrah, kepala daerah berkeswajiban
membarikan keterangan partanggungjawatan kepada
Lewzn Perwakilan Rakyat Casi-an s2/urang—
kurangnya s2kali setaiun, atau jika dipandang
perlu eclehnya, 2tau diminta cleh D=wan
Perwakilan Rakysat Daesrah.

Pari barbagai uraian yang dikemukxakan diatas
akan nampak bahwa pela penvelenggoarasn mener-intalian
¢i casran menurut Ul Ne.D tahun 1978 didass-ien
pace prinsip"prinaip £

1. Pslaksanaan pemberian cionomi  kepaza dasrzh

yvaxni memcankokoh nagara kesatuan dan
a2mpertingg i cingkat kessjahteraan rekyat
Indon=asia.

2. Pemberian ctonomi kssada daerah harus mer-upakan

otoncmi vang nvata dan bertanggung jawuzh.




3. Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sara
d=ngan azas dekonsantrasi, dengan memberikan
kemungkinan bagi pelaksanaan azas pembantuan.

4. Pemoerian otonomi kepada daesrah mengutamakan
aspek kessrasian dengan tujuan disamping aspek
pendemokrasian s2suai  aturan yang berizku.

3. Tujuan pamberian otcnomi k2pads dasrah adalak
uUntuk meningkatkan daya guns can  hasil guaa
dalam meny2lenggarakan psmerintathan di daesrah,
terutama dalam pEmbangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat serta uwntuk meningkatkan
pembinaan kestabilzsn politik dan kesatuan bangsa
dan negara.

Eartolax pada argumer tadi, maka pada
pokcknya K=zpzla Daersh adalah ssbagai penentu dalam
keberhazilan pengaturan pelaksanaan pembanguran di
dasrah pada seluru cssbktor kehidupan. Sesdangkan
kentrol dalam selakssnaan terse>ut berada di Tangan

&

rakyat melalui Dewan Parwakilam Rakyat Daerzh { OF

A}

&
Tingxat IT,).

Sebagaimana telah dijelss
bahwa Pam=arintah Daerab adsalah Bupati arr  Cawan
Feruakilan Rakyat ( DPRD ) vang tnﬁasnya berlainan,
akan tetapi ia harus bekeria sama dalam memimpain
dazran tersebut demi suks=ssnya pelaksanaan yvyang adsa

gi daerah Tingkat Ir dalam ssgala aspaii.

.
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d. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat
kehicupan akyat dengan berpegang pada program
pembangunan pemerintah.

Jika dilihat kestantuan diatas, mska Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah secara umum can sgecars
khusus dasrah Tingkat I Pinrang mempunysi kKswajiban

i
memperhatikan aspirasi rakyat Yang diwakilinys,
artinya berusahz semakssimal mungkin mengangkat dan
mengembangkan daerah Tingkat IT Finrang agar mampu
sejajar cdengan da=rah Tingkat II lainnya (taraf

Jup lebih meningkat), sa2hingga masyerakat dapat

le=in monikeati hasil-hasil pembanzunan di  s=gala
tidang.

Selain itu Dewan PFerwakilar Rakvat Dasr-ah

mempunysi  tugas mengawasi pelaksanaan pembangunan

didaeran yang telah dilaksanakar olesh Bupati selaku

<sekutif, hal itu dimaksuckan agar pelaiksanaan
Feme.intaban dan pembangunan  berjalan secagaimana
yeng  t=lah ditstapan bersama/sesuai peraturan vang
berlaku, senincga pada pﬁknknya antara Busati dan
Dewan Perwakilan Rskyat Daersh adalsh dua unsur yang
sangat menentukan  maju mupEl~nya suatu daerah
tingkat II, dan apabila diantara marskas  tidak ads
saling kekompakan atau kerjaszarca maka Jangan harap
daerah tersebut akan maju.

Sebagai contoh yang dasat Siungkspkan dengan
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keterkaitan kerjasama merska yaitu daiam bidang
pembustan Peraturan Dasrah, dimana dijelaskan bahwa
pembustan Peraturan Dasrah dilakukan bersama—-sama

ocleh kKepala Dasrah dengan D=wan perwakilan Rakyat

Daesrah {DFRD), selaniutnya peraturan caerah
terssbut dis=tujui dan ditandatangani SErsams,
barulah dapat dijadikan peraturan Dzeran.

Sszcars mendasar telah diunckapkan tentang tugas
daripada Bupati dan Dewan Perwakilan Fakyat Dasrah
(CPRD): sebagai bagian daripada tugas pokok dafipadé
Pemerintah Daerah Tingkat II Finrang sslaku wakil
pamerintah pusat yang berkedudukan di dasrah untk
melaksanakan tugas pems-intahan can Fembancunan pada
dazr-an tersebut demi mancapai tujuan nagara
s@bagaimana yang tertuang dalam pembukaas UUD 1945,
Froses Ferumusan Suatu Peraturan Dazrah

Pada uraian tardzabulu Cimana dijelaskan

nanganai tugas pokok EBupati Kepala Dasrabh dan  Dewan

2rwakilan Rakyvat Daerzh, eabinggs dalem suatu
Aros2s penetagan suatu pefraturan daerak mereka harus
saling nembsrikan masukan (keriasama) demi
tercapainya perumusan peraturan dasrah yang ssracsi
d=n seimbang ga2ngan kzmampuan masyarakat.
Jika dilihat dari segi sumber penyiapan suatu

pEraturan aarah; maka terdapat dua kemungkinan,




i. Rancamgan peraturan dasrah vang berasal dari
k=pala casrah.

2. Rancangan peraturan casrah yang bersumber dari
prakarsa, sekurang-kurangnya lima orang anggsts
Dewan Parwakilan Rakyat Dasran (OFRD).

Adapun yang berkaiten d=ngan rancangsn
pErazuran dzersn yang barasal dari Xepala Dasrah
gapat dikemukawan cahwa, pros2:s penyusunannya atau
konsep rumusanny’ berasal deri Bupati Kepala Daeran
Tingkat II Pinrang yang dalam hal ini dibérikan

tgas kepacda s=;3=t

m

ris wilayah das-ah pada kelocmpok
bidang hukum dar crganisasi k=tatalakuanzan.

fArtinya tugas tersabut merucsian ragksian dard
berbagsi peskerjaan vyang dijadikan satu kelomper
tugas kensudian dikenal ssbagai fungsi peng2lclaan

bagian hukum, organisasi dan ketatalak=anaan.

Kslompok inilah yang dibesi tugas dalam el
meEnprosss/merancang suatu peraturan gaerab.

Sgdang#an berkaztan ¢=ngan macteri  terterncu,

maLe s

[}
i
i
i}

perumusan rancangan garatufan  deeral

Lil

tersesut dilazukan dengan ca’ts, vaitu

a. Masvazur rangsngan peratucan deerah dslsm  hal
RBUKDLEN caarah, dicarinsn k2pada bagian

an veng dalam hal ini berads gads suk
psaibinzan pendapatan  daerah, artinvs

tadi ha~u= ikut earta merususkan




apabila akan dirumuskan suatu peraturan daerah
dalam meningkatzan pendapatan dserah.
b. HMMenyusun rancangan peraturan dasrah dalam hal

.

1

pegawsian adalah menjadi tugas dari BSidang
weEfegawaisn.
engan demikian dapatlah dikstakan bahwa terdapat
cu= pela didalam prosss panyusunan rancangan
penetapan suatu peraturan dasran pada Kantor Bupati
Kepala Dz=rah Tingkat II Pinrang; yaitu,
menyanokut tentang materi ksuangan daerah
dipersiapkan oleh bagian kepegawaian. Sesdangkan
diiuar bidang tarsseaut dipersizpkan oleh bagian
bukum, crganisasi dar ketatalsksanzan (ortsail).
Jraian tersabut merupakan prosss  rancangan
peraturan daerah yang bersumbsr dari Bupati Kepzla
Dacralr untuk selanﬁutnya cizahas bersama dengan
Czawan Perwakilan Rakyat Caeran 9do3dC dengan
pendabssan melalui komisi-kemisi dalam S9FRD  yang
tantunys | didasari atas. barosagai FSrt:imbangan-—
periimdancan yang matang dan situssi kondisi daera
dan kszadzan masyarakath.
Ssdangkan rancargan peraturan daerah Y ang
Eersumber dari pihak legisl
usulan/prassrsa dari Dewan Pzrw

konsepnya dapat dilihkat paca

dengan berdasar pada :




0.
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Sekurang—kurangnya 1lima orang anggota LOPRD,
artinya bukan hanya dari satu fraksi/sbolash sato
satu  Traksi mengajukan suaatu rancangan atauc
usulan suatu peraturan da=rah, hal itu dapat
dikatakarn e==2bagai pr=zkarsa dari anggois DPRD.
Usulan tersebut tentunya didasari atas berbagai
unsur dan data yang marshke psrcleh, karena data
ity merupsxan Takter pendukung dtama dalam
man;ertimba&gkan roses perumnusan suatu
peraturan daerah.

Dan usulan/prakarsa terssbut kemudian
dic=mnaikan kagada ketua Dewan FPearwakilan Rakyat
Daeran disz-tzi dergan panielasarn tertulis  can
giduxung oleh data vyang ckurat,
Ugsulan/prakarsa ters2but oleh Pimpinan L[Cewan
Feruakilan EakyaE Daersh disampaikan pada sidzang
pl=ne  Dausn FPzrwakilzn Rakwvat Dagrahb setelsh

mandzpat partimpancan/percsetujuan dardi panitia

Fada sidang plenas  para  paagustl diberikan

Hy

kesempztan mamberikan p=nizlasan  dengan lisan

.atas usul/prakarsa tarhadap rancangan paraturan

dazrah yang mereka usulkana
Dan didalam p=mbdanasan/pembicaraan ternadanp
prakarsa suatu peraturar  daerah cilakukan

dangan membzrikan kesempatan kepada @

-



1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

lainnya urituk mendengarkan pertimbangan
maraka.
2. Para Fengusul memberikan Jawaban atas

pandangan dan tanggapan dari anggota oswan
laipnya sshingga denuan tdemikian analisa dan
tujuan paraturan vang ciusulkan capat
dimengerti olah selurubk anggonta.

T« didzalam pembicaraan/pembahaszan diakhiri cengan

keputusan Dzwan Perwakilan Rakyat dasrah apakah

usulan tadi dapat diterima stau ditolak.

w=ngan melibat tatacars sroses pengaiuan
rancangan paraturan dasrah pada deerah Tingkat Il
Kabupaten Pinrang, dapat dikatakan Safwa Kzl
te =ut seirama dan seijalan dengan ceraturan

da=rah No.S tahun 19784 namun sacara utubrya bBeluas
cikatzalan terlaksana karena rancangannva kscanvaran

dar-i Bupati Kepala Daerzh. Hal tersebut disebabkan

Rarsna ‘Peraasalzhan yang timoul sahingga
mEmnungkinkan gsulan terz=but Silakukan.
Fermasalahan vang dimaksti=kan sslann un Tk

mengatasi problem £i dasz-an ingkzat IX Pinrang Jjuga
meEnyangkut hal-hal REngamSancan  dan  paningkatan
kes=zjahteraan masyarakst,

Pengambilan Kesu*uzan Dalam Fenoczzahan Peraturan
=

Dasrah
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e

Dengan adanya pembahazan MeEnNgenai perumusan
rancangan  Paraturan Da=arsh, untuk selanjutnya
dibahas bagaimana proses pengambilan keputusan
Dewan Perwskilan Rakyat Das=rah Tingkat 1Ii dgi
Kabupaten Finrang dzlam menetapkan suatu peraturan
dazrah.

Adapun prosss penetapan tsrszbut meliputi :
1. Penetapan PERDA

8. Kepala Dasrah dan Dewar Perwakilan Rakyat

Dasrah yang sakurang-kurangnya lima crang
angogota DPRD mengaiukan rancangan suatu
paraturan vang eknudian usulan tadi
dilengkapi dengan penjelasan guna menguat:zarn
usulan terssbut dan agar pembahasannya iebih

mudah karena dikuatkan clesh laporan atau

data.

b. Usul tersshut clen Sakertaris Es=nan
Ferwakilan Rakysat Dasran diperoanyak
kzmudian dibagikan kepada Eara anggots dawan
selambat—lambacnya' 7 hari sebslum usui
tersebut ditahas/dibicarakan.

C. Kemudian s2lanjutnya jika panitia susyswaras
manentukan lain, maka peémbahasan s=lurub
rancangan peraturan daerahbh dilakukan pada 3
—~ Sidang plenc terbuka ... {tahap pertama)

— Rapat komisi - kemisi ... ( tahap kedua )




= Sidang plenc terbuka ... (tahap ketiga)

2. Tingkat pembicaraar.

a. Setelah Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah

men=arima  usul ssbagaimana vyang dimaksud
i .

calam huruf "a” butir "i® di atas, maka

Fimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Lasrah

meminta kepda panitia musyawarah untuk

menantukan hari dan waktu untuk Kepalia

Damsrahn atau wakil pengusul membarikan

penjelasan pada sidang plenc tesrbukz tzhap
pertama.

b. Agabila 'Kepala dasrah 5erh§1angén, maka ia
dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili
étasz namanya memberikan penjelasan yang
dimzksud pada huruf ( a ) ei atas.

c. Set=lah kepaia dasrah atau wakil para
oangusul selesai mamnbarikan perisiazan,
sslanpjutnya memberikar kzsempatan kepads
Fara  anggota Dewan uintud meSnanggapi dalam
bentuk pandangan umaum.

adi

e

de Jika rancangan pEraturan daerab
sumSernya dari kepala dasrah, maka kspadanya
citerikan kessmpatan lagi wntuk memberikan
pEnielasan terhadap pandangan Yang
cdizemdkakan oleh anggota D=wan lainnva.

e. fpabila raperda terszbut bersumber dari
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Lewan Perwakilan Rakyat Dasrab, maka wakil
daripada pengusul memberikan r=semsatar
untuk ditanggapi rengenai  raperde yarg
diusulkan tadi, selanjutnya wakil para
pengusul berkswajiban msnjawab tanggapan
ters=but.

: f. Dalam pembansan pada rapat komisi ¢ tahap
“e@dua ), maka setiap komisi dan jika periu
gabungan komisi yang ada di Dewan Ferwakilan
Rakyat Dserah mengadakan musyawarah d&ﬁgan
cara, yaitu :

1. Bidang kormisi stau sacara gabungsrn clieh
selurah koaisi yang sda fpazZa Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah.

2. Atau bersama—-sama d=ng=n k=pala dserah
atau pejabat vang ditunjuknya zpa bila
Rapards bersumtsr- dari ¥epala Dasrakb.

<« Bersama-sama dsngan para pancusul dan

Xepla daerah atau pejab

o
i

t yano  ditunjux,

apakbile Rapards datang dari Dewas
Perwarxilan Rakyat Dzerah.,

Dalam masa persidangar pa-= anggata komisi, Xepzala
dasrah Zan para pengusul dasat saiz mEn
pRrubahan—perubahan terhadap rancang=n geEraturan
€aerah yang diusulkan dengan cars musyauaran untuk

mancapai kata mufakat.




4 2
i

Jan jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai
kata mufakat, maka pimpinan rapat menyampaikan
perscslan yang cdimaksud pimpinan Dewan Pairwakilan
Rakyat Dasrah yang kemudian membahsnya secars khusus
;ntuk maEncapai kata mufakat.

S=telah pembicaraan pada rapat komisi ( tahap II )
dengan mancapat kata mufekat, maxa pembahsan
selanjutnya ke sidang plans terbuka ( tahap ketiga )
untuk penganmkbiian keputusan. Keputusan diambil
setelah juru bicara masing-masing fraksi mengesukakar
pendapat t=rakhir ( sistim mciivering i
Peraturan daerzh yang ditetapkan alsh d=wuan
Ferwazilan Rakyat Dasrah harus ditanda tancani oleh
Dewan Psrwakilan Rakyat Dasrah, begitupun sabaliknya.
Dan apabila akan diundangkan atau dilsksanzkan. maka

ssiretaris wilayah dasrah mEnEmpatkannya dalam

lambaran dasrah sebagai suatu peraturan das-ash yang
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fnggaran Fendaosatan Felaniz Dasrah Tingkat
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S@tiap tahun menisiang mulai osrliakunya  tahun

anggaran baru, Kepala—repala daerak berikegwajiban
maEnyampaitan  kepada DFRD t=ntang rots  keuangan dan
rancangan AFPED sarts penjelasan—-penielaszan lainnya

sesuai  d=ngan ketentuan yang berlaku dengan maksud

untuk dibaras dalam sidang khususe cleh DFRD guna
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menstapkan APBL tahun berikutnya. Fenstapan peraturan
dasrah tentang APBD ini dilakukan selambat—lambatnya
3 (tiga) bulan setelah penetapan APED dan peraturan
.tentang pernitunganr APBD untuk tahun anggaran yang
berlaku dan citetapkan selambat-lambatnya enam bulan
setelah penetapan arBED dan hal tersebut, pimpinan
Dewsn Paruakilan rakyat Daerah manverahkan nota

kzuangan kepada anggota Dewan Ferwakilan Rakyszt

(18]

Daesrah khususnya k= komisi-komisi untuk dibahs sesuzi
bidangnya masing-masing, kemudianr barulah ditetapkan
menjadi Perda untuk AF3C yang telah disetujui di
dalam pemsansannys.

Tentang Sidang dan Ragpa®: Deswan Ferwaxilan Rakyat

Dasrak.

D2lam masa sidang DPRD Tingkat 1IT Finrang
Citstapkan olzsh Fanitia musyzwarah yang dimulzai pada
tanggal 1 April dan berakhir pada tangcasl 21 Maret
tahun berizutnya, dan tiap masa persidangan cdiadakan
masa resses. lima balas hari. Namun $ika terjad: hai-
hal vang mendasal. masa pérstﬁangan dapzt  ditambah
(menyimpangg} dar: ketentuan di ataz dan hal tarssbut

tentukan clah pimpinan CFRD> Smdanckan sifat dari

B

d
Fersidangan  yaitu tErduka untuk umum dan tertutup
untuk umum bils gifTatnya rahasia.

Adapur waktu-waktu sidang bagi mereka yaitu

1. Siang ¢ Hari senin sampai heri kamis mulai jam




09.000 pagi sampai jam i4.C0.
Hari Jum’sat jam 0£.00 pagi sampai jam
12.00.
o Hari Sabtu mulai jam 08.30 pagi sampai
dengan jam 12.00,.
2. Malam : Mulai jam Z0.00 sampal dengan 23,300,
Szbezlum sidang dimulaisdibuka oleh pimpinan
tsrlebih dabulu menandatangani daftar hadir kemudian
juka ia meninggalkan sidang harus dike*ahui katus,
sedangkan pimpinan sidang ( ke*ua DSRD ) dapat
membuka sidang jika anggota diperlukan tslahn hadir,
sebaliknya Jika jumlah anggota Dewan E=2lum cLuRuUp
untuk jumlah yang tzlah ditentukan, mska rapat dagat
ditunda.

fra2ila pengunduiran waktu rapat tersebut <4elah

 tiba akan tetapi jumlah yang badir belum juga goirum,

maka waktu sidang dapat ditunda lagi oleh Fimoinan.
Dan apabila waktu terssbut bBelum fuga gorum sampai
pada saat vang ditentukan, maks s.dang dapat dibuxa
cengan ketantuan, ketidak. hediran anggots harus
dibahas s=sual surat-surat vang masuk  hal itu
dimaksudkan gura kelancarzn jalannya sidang pada
tahap selanjutnya/agar yarmg tidak hadir tadi harus
setuju terhadap keputusan sidang.

Tata Cara Pembicaraan

@. Anggcta berbicara di tempat yang telah disediakan
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s=sudah wmwendapat kesempatan dari Pimpinan sidang
dan selama merska barbicara tidak boleh diganggu
oleh anggpta lainnya ( pendengar ).

Bahwa dalam pembicaraan suatu perssalan dilakukan
dalam dup badak, kecuali anggota dewan -menetnkan

lain, dan babak kedua serta s=lanjutrnya 2d=

m

nggota dewan yang meminta untuk Sicara.

Dzlam su;:u pembicaraan ( pembicarzs ) wsaktunya
ditentukan cleh pimpinan DPRD, dan bila waktu yang
ditentukan telah selesai, maka pimpinan dapat

memberitahukannyx, s2belum melakukan pembicaraan

maka pemﬂicara harus mencatat rama pembicara
|

EEecara tertuli=z= melalui Fimpinan raksinya.

Giliran upiuk E=rbicara didasarkan pacs wurutan

permintaan namun Jika untuk suatu kepentingan

Pimpinan dapat menyimpang dari daftar urut tadi,
|

apadila EFcrang pembicara yang talah terdaftar

berhalangap, maka dapat digenti glah orang lain

tentunys h cari fraksinysz sandiri.

Dengan mamnperhatikan hal diata

L . oy ' .
anggcta Gapa: memberikan kessmoatan bsrbicara

mn

perarti setiap

(intsrupsi) artinya dapat meminta peEnjelasan
“entang duduk psrkara sebenarnya peng=2nai hal yang

bicaraxan, atau dapat mencajukan usul mengenai

(38
|

o

sl y=ng dibicar-akan, atau dapat mengajukan usul

mEngenail hal yang dibicarakan atau usul menunda
|




pembicaraan. Kemudian Jka pembicara menyimpang
dari ketentuan/tata tertib, maka Kotua dapat
memberikan peringatan.

Kesempatan vyang diberikan untuk intrupsi tidak
boleh 1lebih dari 1lima manit, tidak diadakan
perdebatan mengsnai hal-hal yang dibicarakan dan
apabilia te~jadi usul atau penundasn fentang suaty
pembicarsan, maka harus disankan / ‘disetujui
sekurang-kurangnya dua orang angcota vyang hadir
kecuali jika usul tersebut diajuakan oleh ketué dan
jika pembicara tadi meryimpang dari ketentuan,
maka ketua kenbali dapat memperingatkan untuk
kembali ke persoalan vang sabenarnya.
Jika pambicara tadi tidak mangindahkan peringatan
ketua, maks pimpinan 'dapat melarang pembicaras
urtuk mereruskannya} jika pimpinan dapat rmelarang
=i panbicara untuk berbicara zlams sidang
berlargsung dalam persocalan yang sama dan apabila
anggota tadi tidak msnerima keputusan Dimpinan,
maka ia dapat mengsjukan pErsoalannya kepada
gicdang dan p2rscalan Teprsabut harus ansa

keputusannya.

Sakiranya keputusan Yeng Siambi’ olsh rapat
masih ciberikan kesempatan unatuk terbicara
tarhadap pambicara tadi, =kan tetapi dala




maka pimpinan untuk kadua kalinya melanjutkan

pembicaraannys odan dapat pula me=larang anggota

tad: untuk meninggalkan sidang.

Bila periu pimpinan dapat menunda rapat, lamanya

perundaan tidak bolesh le3ih dari {2 Jjam. Selama

pembicarsan pimpinan hanvsa dapat m=luruskan

pembicaraarn, artinys mengarahkan pambicaira agabila

dan 3

febe

menyimpang dari p2rsoalan ka is akan
¥ = »

berbicars ssiaku anggota tentang sgal

yang
dibicarakan, maka i1ia harus meninggalkan tampat

duduknya sslaku pimpinan, set=2lah berbicara ia

dapat kembali ke tempatnya semula szlaku pimpinan.

Apabila pimpinan Eerpendapat bahwa suatu  pokck

pambicarszan talah cukup, maka ia mengusulkan kspda

rapst supaya pembicara ditutup dan usul ini

ciputuskan tampa pe2rdebatan, selanjuinya Dewan

menganbil | kezutusan mangenzi pokal—pokok ps-soalan

dan 3ika | perlu dioust suate k=sputusan sebagai

tanda bahwa perssalan tmrsebut telzh szlesei;, dan

satiap sidang plano selesai  harus dibuatkan

rizalah resmi  =sshagai laporan dengsn  meamuat

2. Brcara sidang

b. Namna arnggota yang telan menandatangani daftar
hadir danm nama anggota yang tidek hadir dengan
keterangannvya.

c. MNama kepala dasrah dan para pejabat vyang




mawakilinya.

d. Keterangan tentang hasil

PEngambilan

keputusan

Hal di atas adalah mErupakan croses |

- pengusulan suatu rancangan paraturan CSaearh

sekaligus tata cara Rersidangan dalam Dewan

Ferruwakilan Rakyat daerah baik secara terouks

mALZUl  secara tertutup ¢ deerah Tingkat It

Finrang.

Namun yang perilu P=nulis kemukakan bahwa dalam hal

"peirsidangan yang tertutup” ity dapat dilakukan

Jika menyangkut

i. AFBD, perhitungan anggaran p2ndapatan
perubaban APED,

2. Penstapan, perubzhan penghapusan pajak

3. Mengadakan pinjagan uang

4. Kedudukan harta Senda dan hak-hak dasra! \

E. Melsksanakan pPeksriaan—pekerjaan penyarahammﬁ
barang dan pencangkutan tanpa m=ngadakan
seragaran umun

& Penghapusan P enagihan-penagihsan sehabhagiar
atau selirubnys

7. Mengadakan Pers2tujuan  penvelssaizn perkara
Perdats <c=cara damai '

8. Penerinzzn anggots barn

9. Mengadakan usaha—-uszha yaﬁg dapat merugikan

atau merdgurangi kzpantingan unum

.




1C. Penjualan barang-barang dan hak--hak ataupun
pembebanannya, penyewaannya, pengelolaannya,
peminjamannya untuk dipakai baik ity
seluruhnya msupun s=bagian
11. Perusahaan daesrah
12. Pemilihan parangkat pemerintar dzerzh
Ksresna itu calam penbicaraan sidang
tertutup ini hasilnva handaknya dirahsasiakan olsh
setiap anggota dewmwan, kecuali Jjika sidang
memutuskan untuk mencabut rahasia itu. Karahasiazan
itu dimaksudkan untuk menjaga terjadinya sesustu
yang tidak diinginkarm oleh pemerintan.
Cara Pengambilan Keputusan
Dengan melihat prosas persidangan/tata cara
pembicarazn persidancan olsh anggota Dewan
FPerwakilan Rakya* Da=rah Tingkat II Pinrang dalanm
prosas  peastapan sualu  peraturan da=rah, maka
dibawah ini penulis akan mangungkapkan tata cara
pengambilan keputusan untuk disabkan sebagei suatuy
peraturan dserah.
Tata cars yang dimaksud meliputi
1. Keputusar yang diambil haruc sscara Bulzt
(aklamasi/mufakat) berdasarkan ' peraturan wvang
yang berlaku yaitu musyawarah uwntuk mufakai,
2. Seandainya kata mufakat belum tercapai, maks

pimpinan barsama panitia musyawearah dan ketis



ketua fraksi ﬁerusaha mendapatkan kata muafakat dengan
pihak yang belum msmberikan kata mufakatnya dengan jalan
persatuan dan menginsafi kedudukannya sebagai anggota

Dawaq Perwakilan Rakyat Dasrah (DPRD) yang mewakili dan

mempernatikan rakyat i dasrah.

3. Apabila usans seperti yang dimaksud diatas, desgsn
ikhtiar yang sungguh-sungguh tidak juga berhasil, maka
keputusan ditstapkan berdasarkan p2rssztuiuan  dari
suara terbanvak {(veting).

4. Maksud dari keputusan berdasarkan suara terbaﬁyak
adalah jumlah suara yang diperoleh yang sedikitnya 50
% tambah satu dari juslah yang hadir dengan  dukungan
minimal 2 “Fraksi dan untuk mengambii keputusan
berdasarkan persetujuan suarca ter-banvak diperlukan
guarcm sicdang/rapat szbagai berikut :

a. Jika sidang/rapat tersebut dibadiri oleh unsur—
unsur dari seru2 fraksi, maks gueroanys sidang
adajiah 120ih dari s=paruh jusmlah anggota Dswan
Parwaxilian Paryat Dasrah/koaisi.

0. Apavtila le3ib dari sata Tra%si tarwakdli  tapid
tidak se=auva “raksi pacir, maka dizerilukan hadirnva

cua partiga dari jumlah anggofa Dewan Perwekilan

Rakyat Deerah/komisi Dan jika guerumnya tersebut

tidak tercepai, maka sidang dasat ditunda campsi

paling banysk dua kali dan jika dua kali panundaan

tersebu® belum mencapai guerum, maka :
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a. Jika terjadi dalam sidang rapat/plena, maka

permasalahannya dapat menjadi batal/ditolak.

B. Jika hal tersebut €alam rapat komisi/panitiz, maka
peme:aﬁannya diserahkan pada pimpinan DFRD.

<+ Lamanya rasat Pe~tama dengan rapat sslaniutnys paling

sediki; 24 | jam. Dan pabila susra ﬁérbanyek telah

mEnvetuiui  suatu masalah |, mak= disuatlah =suaty

k@putusan dar cgitand

i
1]

targani cl=in katus P=RD dan
Kepala Daerah sedagai tanda bahwa rancangan Perda
telah diéatujui menjadi Pesrda. Alan tetapi jika
ternyata masih ada diantara arggoata masyawarah vang
tidak mEnyetuju§nya, maka pimpinan sidang menca*z
Aama anggota dan Saran/pandangar /780G diajukan, untuk
selanjutnya Pimpinan membarikan catztan Ealam rizalah
sidang, dengan ketentuag keputusan tetap barlaku.

5. Setiap keputusan mengenai orarg atau masalab-mzcalah
Yyang dipandang penting dilakukan Cengan penunguiar
Suara secara rahasia dan tertulas,

ituliah tatz €arz dan langken-langkah Yang dilaiiukan

"n

inrang

anggets Dewan Perwakilan Rakvat Da=ran at 1T
dalam prosss Fencamblilian kesutusan.,

Dengan berdasar pada tats cara torssbus diatas,
kemudian dikaitkan dengan kenyataan ¥ang3 aca, maka ads
suatu hal yang menarik yaitu tentang vsulan suara Rapearda

dimana secara teori bahws usulan Raparda itu barasal

dari Bupati Kepala dasran dsnn  dari anggnts Dewan




B E..""". 3
Ferwakilan Rakyat Dasrah, akan tetapi & qQEEah Tk, I

Daeran, dalam arti prakarsa cari pihak legisla gat

terbatas. Hal ini tentunya kurang efektif, mengingat
Tungsi  lembaga terssbut adalah sebagai wadah a&aspirasi
masyararzat harus bersifat aktif dalam usahna meningkatkan
ke2sajahkteraan masyarakat, =gar s=gala vyang menjadi
tuntutan dan kepantingan rakyat bi=a diangkat ke forum
untuk dibahas, dan akhirnya dapat melahirkan suatu
keputusan yang sssuai dengan aspirasi masyzrakat.

M=2lihat fungsi dan tujuan cdaripada suatu pross=s
Fengambilan keputusan untuk dijadizan paraturar tasrah,

i

m

kanismenya sangat fital dan fundamental sz2hingga secarsa
konsepsional, keputusan yang akan dizmbil clah Dawar
Ferwakilan Rakyal Da=rah tar tunya aken berfurgsi ssbagai
tatanan masyarakat yang pada gilirannya =kan menantukan
pros=8 selanjutnye sorts kIsukse=an masyaraket dar
pemerintah daeran.

Dengan demikian pEnghayatan terhadsp wuilg

E2T

(S N

Jeas
&

«onsepsionel tadi, headskrva secara mondeliam c=b

U]

-
A wd

L]
0

peraturan yarg akas diproduk oleh Dewan Ferwaekiian Fskyat

C2 Sas.

=1
W

=rah p rmya bherpola pade

4

a. Seiauh mana tingkat parsiapan dan poela pamikiran vyang
barkambang dalam setiap anggcota Dewan/Fraksi.
b. Mutu dari sstiap anggota Dewan yang tentunya mereka

narus dituniang cleh pendidikan dan pengalaman yang




76

cukup meEmadai.

€. Intensitas pembahasan yang berlangsung disetiap komisi

d. Bobot dan mutu rapat kerja antara pihak legislatit dan
pahak =ksskutif dalam g=2mbahasan  suatu rancangan
paraturan dasrah.

2. Pola managengn ¥ang sehat dan matang harus tercapst
pada Dowan Ferwakilan Rakyat Da=rah.

f. Solidaritas mo-al yang cukup tirggi disntars sa2mua
pibak baik sksakutif maupun legislatif, yang turut
berkompoten didalam pengambilan keputusan, maksidaya
mareka harus memupuk rasa persatuan dalammengambil

nspirasi sasuai kK=pentingan masyarakaz,

b

(ol

erhad

i

Berkaitan dengan itu, P proEes pengambilan
keputusan bsrlangsung pacda Lewan Perwakilan Rakyat Daersh
Tingkat II Pinrang. dilihat dari prazarsz (J4sulan perda)
intensitasnya/seranan yang dimainken cish Kepala Dasrah
masih/ Iebif tinggsi Fika dibencingkan dengan Feranan yang

dimainkan oleh Dewan Perawkilan Rakya™ Dazrsh.

Hal itu namask lidilihst pada proses  usulan Fancancan

Eskipun demikian Bukan Ba2rartl Dewan Faerwaxilan
Rakyat Dasr-ah Tingkat 11 Pinrang kurang aktif dalam ha:

Tersebut, =akan tatapi hal ity sangat membterixan warna

T

tersandiri turhazag palaksanaar Suau k2putusan,  artinva

wujud pemikiran yang ctersifat demokratis semakir hari

semakin | berkembang meEskipun belum sampai kepada taraf




yang seémpurna.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas, kemudian

dihubungkan dengan anggapan yang sering muncul {scrotan)
dari barbagai pihak, bahwa Dewan Perwakilan Rakvat dasrah
Tingkat 171 Pinrang c=bderung bersikap menutup mata
terhadsp keadaan disekitarnya, sehingca ultismatum yang
muncil (tuduhan) bahwa Dewan Peirwakilan Rakya: morerima
saja usulan sustuy rancangan peraturan  daerzah tanos
melalui suatu pembahasan.
Hal yang demikian itu bagi Dewan Ferwakilan Rakyat Da=2rzh
Tingkat 1I1I Pinrang sudah tidak barlaku lagi/menganggap
pandangan yang kaliru, sebab kenyataannys tidak demikizn.
Karsna sikap mareka dalam menghadapi setiap rancancar
peEraturan dasrah yYang diajukan olsh Kepala Da=srah eslaiu
dibahas/ditanggzpi oleh anggota PDewan melalui berbagai
silang sesu=ai pesraturan yang bsrlaku.

Untak i%4 penulis Capat mangemukakan 4 bukii
Fancangan peraturan  daerah yang diajukan o©lah kepala
caeraf, untuk dibshas Facga Dewan Perusciizn Rakyat Daerah

sekitar bulan September 1988,

fir
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Adapun }

-

28mpat rancangan P
terrseout diatss yvaitu :

1. Ranzangan Peraturan Dazrahn tentang ocefubahan Ferda No.

& Tahun 1921 tentang pemassncan plat nomor ransh pEda
rumah—rumah penduduk dalam Kabupatan Finrang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyvelidikan




Pagawai Negeri Sipil di Daerah.

3. Rancangan Paraturan Daersh Tentang izin Tempat usaha
dan izin  undang-undang gangguan ( H.D ). di Da=rah
Tingkat II Katupaten Pinrang.

-

4. Raparda tentang Pajek atas izir penjusian minuman
RErss.

Dari keempat Rancangan Peraturan Dasrah tersebut
€i atas, setelah melalui prases pembshasan oleh  fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Tingkat II Pinrang vang
disetujui, hanya tiga buah Raperde untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Dasrah. Khusus Raperda tentang pajak
atas izin penjualan minuman keras, tidak mandapat
persatuiuan Dewan Parwakilan Rakyat Dasrah Tingkat II
Pinrang. Adapun slasan / tanggapan Dewan terhadap Raperda
tersedbut dapat diungkapkan ss2bagai berikut :

Jika sezintas lalu kita amati/baca Judul
Rancangan Perzturan Daesrah tadi, maka s=oclan-olah dengan
cepat meEniuwrus  |pade  suaty  kegiatan tertentu yang
mangurusl  pambdbeErian  izin pernjualan minumsen  ksras  yang
sesunggubnye  suadah lama kita kenal s=2bscai minuman vang
terisrang, tiva—tiona diangkat ke parpurazan kembali. Ini
barariti sszkan membsri kesemsatan kepada mesvarakat untuk
melakukan psnjualan yang mau tidak mau gkan menimbulkan
FErmasaiahan.

g1ia nal 1irmi disadari adalah uatu hal vyang

wajar, mangingat penduduk Dasrah Tingkat II Pinrang




kurang lebih 90% yang berzgama Islém tan salebihnya
beragama lain. Dimana k=ssluruhan agama +tad: tigak
m2nginginkan ada pENcanutnys yang pemabul, sabab dangsan
sdanys mer=ka maminus minuman keras yang memabukkan canst
mangundang perhatian dan bakan menimbulksn keoributan

YERg  mzngakibathan fesmansr dan  has=s-tikaps m3sSyarakst

targanggu, bahkar Sidsy 47855 DENCATENCASN “Oroen Jiwa.

Lasar alasan tadi Buka S=rarti bahwa, daersh
Tingkat II Pinrang t=lah bebas deri pengaruh minuman
reras s2hingga Dewan Parwakilan Rakyat Da=r~ah menclax
Raperda vyang diusualksn Bupst: Kepalz Daerzh s=2bagzimana
vang diungkapkan pada wuraian ==rgshs:, Pengl skan
tersa2but  agalan suatu hal 2F wWElar, careng masvarata<s
3a=rah Tingkaz II Pinrang manginginkan dasrakbnya maniadi
aman dari kekazauasn akibat reEmuNgLinzn  vang cilakukan
Crang=orsng yang mLnum minuman Xeras zamoas mEreéza maiuk.

Fanolacar itu geticak-tidaknya Uewan Parwid ! tiar
FRakvat Daorab seéiéit demi  seoikid mengikis/Aengurangi

Fuang garak dari grang vaag akan mralak:
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meEncangkat dan sorperhatitas espirasi masyarakat sabz

ol

wakil rakyaz.

D. Realisasi Feraturan Das-: Yane COikeluarksn Szizas

([}
«d

Tahun 1987 sampai darmgan Tahun 1390

Yang pEnulis ma2ksudkan d=noan realisasi




. £0

Peraturan Dasrah adalah keputusan vang telah cikeluarkan
olenh Lembaga Douan Perwakilan Rakyat Daeran II dan

kwalifTikasinya |dapat Barwujud SK (Surst Keputusan dan

cErvasjud Pzraturan Dasrah) . namun penulis tidak
metgkla@ifikasikanﬂya melainzan hanya welihas dari jumlah

procduk  cari lambaga tersebut. Jumlah produk {(Yeptitusan)

Levian Pa~watilap Rakyet Dzerah Timgtat IT Finrsag =shun

W

L2773 | vasitg
1. Paraturan Da=ran tentang perubahar AFED tahun anggaran

178571987, ¥ang disahkan pzda tanggal 3 Febtruari 1337,

2. Paraturan Daeran Lantang perubahan untuk kedua valinya
Perda No. t;Aw1 1972 antang Lhartsu keluzrga, Rartu
tands pendudux 'dan pesubanan dalam rangra parlaksanasn
rendaTataran pencuduk ¥ang pangesahanrya tanggal 28
Ma~et 1937.

3. Farsturan Daesran tentang pengaturas dan pEncsduan
Fesar—pazar dalam kabupst=n YDzzrah Tingkat II | Pinrzng
den disahkar pada tancgal 15 Mei 1%87.

4. Faratursn Daar3- t&rtang persetujuan aifeD canug
2a3gsran 1FB7ALIER

3. FPeraturan Dasrah tentang gersetuidarn BOta k=uangar
9an <isa gpgerhitungan APBZ ‘alwun ainggaran 1785731987

Y&ng panga2sahannya  <tanggal 4 Juli 1937.

i

- Peraturan Dasraf tentang persssLjusn pEmterian  izics
tempat usaha y&ng disahkan pada tangal 12-12 1987.

7« Peraturan Daesrai tentang persstuiuan pErubanan ASED




a4

Tahun anggaran 1987/1958, disahkan tanggal 12-12-1987,

Eelanjutnys Peraturan Dasranh yang disahkan pada

tahun 1988, meliputi

: Jg

i
-

w

reraturan Dasrah tentang wang pemeriksaan n=sehatan

daginc disah%an paca +an 2al 19 Janusri 1936,
g aa

Peraturan Dasrah tantang parsatusiuan  ASED tehun
8Ngga~anie3/198?, vyang disahkan Faoa tangcal 7 Mei
1738,

Paraturan Daeran tentarg pErsatuiuan sisa

perhitungan APED tahun angcaran 1987/19853 yang
disahkan pads tangual 12 Ssptember 1938

Feraturan Daé?ah t=ntang perubshan kedus Ferda No.4
tahun 1§31 mangesai pemasanagn plt nomor ruman aada
Funas—rumah penducuk dalam cas-ah Ty, II Kanm. P;nrang.
Faraturan Dasrah Peavslidis FPegawai Negeri Sipil, yang
mana peratursn ini disabkan pada tanggal 13 Sz tenber
1983,

Persturan Daeran tentamg izin tempat usaha dan Izin LU

Ganugusn (FaD)  disabkac pada tanggsl 1T Sapienber
i1%E8.
resatuissn Fazren S=2Ertang F=iak pocLoncan hawsn

pRRoEsahannys tanzoal 22 Nopember 1985,
Farzcuran  Daeran S2niang pema~iksaan'i4osenatan bs=nih

83N nEnar  yang akan cibudidayakan dan vEng  akan

dige~dagangkan dan disahzan pada tanggal 22 Nocpemter



9. Peraturan Daerah tantang persettujuan perubahan  AFBD
tahun anggaran 1988/1989, yang disahkan pada tanggal
1Z Desember 1938.

a Adépun pP=raturan dasirah yang disahkan pada ahun

1989, Yaitu :

i. Peraturan Daersh tantang Pola Dasar Pambangunan Dasrah
Kabupaten Finrang dan disahkan pacs tanggal 4 Japuari
1989.

2. Praraturan Dzarah tentang APBD tanhun anggaran
1989/1970 yang pengesahannya tanggal 22 Agustus 1539.

3. Paraturan Paera tentang pengessahan parhitungan
anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat Il finrang
tahun anggarn 198371589,

4. Peraturan Daerzh tentang pengangkatan Andi Makzulau
s=bagai sas=zpuh  Kabupatsan Pinréng, pergesaharnys
tanggal 12 September 1959,

3. Peraturan Daesrah tentang pungutar retribusi Pelayanan

kesehatan pesar vyang disahkan pada tangcal 12

&. Feraturarn Daerah tentang fzin aroy=k perusahaan
Pengangkutar dengan kecaraan barmotor umum

7. Peraturan Daerah tentang penstassrn hari lahirnys
Dasrah Tingkat II Kabupaten Pinrang. cdisahkan pada
tanggal 17 Oktcber 1929.

8. Peraturan Daerah tentang pengelolaan

pungutan retribusi sampah yang dizﬁﬁ’§§F;4i'




?I

(Vi
(2]

Setamber 1989.
Faraturan Daerah tentang penertiban angkutan truk di
Kakb. Pinrang, pengssahannya tanggal ZZ Nepemtar 1989,

. SBedangka peraturan Daesrah vyeng disahkan pada

=

tahun cieh Dewan Parwakilan Rakyat Daerah samp=ai ssat

penulis melakuxsn pen=litian, yaitu 3

1.

o

L=

7.

Peraturan Dasrah tantang penstapan pembahasan Smgoaran
Pandapatan Relania Dasrah (APBDY dazran Tingkaz I
Pinrang, dan disahkan pada tanggsl 9 Juni 1990, | tahun
anggaran 138%/1990.

Peraturan Daerah tentang pendirian parusahazn  air
mirum daerab Tingka® II FPinranc.

Feraturan Daerah tentang pengeslolazan  atau dEmakaian
g=dung. glah raca Lasinrang di Kabupaten Finrang vyang
€isahkan pada tanggal 10 Februari 19%0.

Peraturan Dasrah tentang pengeliclaan dan 2Engaturan
redagang kekd Aima di Kadbupaten FPin-ang, yang
Rengesahannya pada tsnggal 15 Februsari 1990,

FEraturan Dasrah tentang pajax tarif kerdaraan
Szractor disahkan psga tanggél 137 Maret 1990,
FEiraturan Daeran tentang serubanar Perda NMomor 3 tahun
1587 tentanc gengelclaan pasar-—pacsa~ dalam wilayah

kabupaten FPinrang Yang pengesahannys pada tamggsil 19

Maret 195G,
Peraturan Daesrah tentang gpembantukan organisasi dan

kerja parpustakaan umum dasrabh Tk. II FPinrang,

— T,
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disahkan pzada targcal 19 Marat 1990
E. Peraturan Daarah tentang Fenstapan Angoaran Psndapatan
Belanja Dasrzh Tingkat II FPinrang tahun anggaran
1590/1991, p=ngesahannva tanggal 30 April 1990,
?. Peraturan Dasrah <entang pengesshan perhi tungar
Anggaran andapatén felanja Daeran Tingkat Il Pinrang
tahun 1989/1%%0, yarg cisahikan pads tanggal 13 Agustus
1990,

Dengan melihat jumlsh precuk psraturan daerah ¥ang
telah diputuskan Deswan Perwakilan Fakyat Dzerah Tingkat
Il Kabupaten Pinrang, daosat Cikataksn bahwa furgsi merska
berjalan sebagai| keteatuan yang barlaku yakni, Dewan
Parwakilan Rakyat Dasrah oersidang sgiurarg-kurangnya cua
kali dzlam setaﬁun, atau 1/3 dari anggota Dewan stas
perminiaan sendiri atau atas Fermintasn #“epala Daerah,
Ketua DFRD dapat memanzgil anggohas Dewan un:uk bEersidang
dalam waktu i bulan setelan Fermintsan ity citerima

Bsr-tolak dari penguraiaﬂ ciatas; maka dapat
cizatazan bahwa dalam tenggang wactu 4 tabun (1987-1930)
ODewan Ferwakilan Rakyst Damrah éelan MENE2SKan pEraturan
dasran ssbanysx 48 Peraturan Dasrak selalrn dalam bentuk
keputusan.

Jadi dergsn demikian, Dewan Peruwalilan Rakyat Kab.
Tingkat IX Pinrang, jixa dianslisa dari segi jumlah hasi?
produknya; maka dapat dikstakan Bahwa s=scara  kuantitas

sudah cukup m=mzdzi bahkan cukup aktif.




E. Hambatan—-hambatan Dan Cara Mengatasinya

Jika dilihat dari jumlah anggotla Dewan Pesrwaakilan
Rakyat Dasrah Tirgkat II Finrang sebanyak 28 Grang namun
Jumlah énggota tersebut  jika dilihat dari s=2gi
Fendidikannya relati masih minim, artinya k=banyakan
dari merex2 hanya bsrperdidikan SLTA can sz2bagian kecil
saja pendiﬁikannya- Sarjanz Muca dan Sarjana s=ninogs
penulis berzasumsi mereka kurang Jjeiid menganaliz=a
permasalahan vyang ada di pelosok desa di Kab. Pinprang
sehingga usulan Raperda dari anggota Dszwan hanya ssbagian
kecil dari Perda yang disahkan s2jak tahun 19687 sampzi
dengan tahun 1990, Dengan Pendicdikan yang mereka milik:
tentu akan berbacda dengar merska yang memiliki pendidikan
yang lebih tinggi.

Selain hamSatan tersebut juga masalah Fasilitas
trasnportszi  dinas yang tersscia ¥arsna belum mampy
melavani secara maksimal setiap kebutuban pa-jalarnan ko
peloscok-p=locsok dssa, S8ningda vang seherusava mereka
s2lalu beraca ditengah-tengah masyarakat mencari sebanyak

mungkir parmasal shan baik pEnyangkut fotsasi da3sa,. nausun

=
i
it
o
i
o |

nasalah 1zin yang dihadapi oleh masyara

uh pada bhal vyang

reterbatasan tersebut skan barpangs=

B |

telah diungkapkan penulis, yvaitu kurangrya usulan DFEED
Tingkat II Pinrang terhadap Rancangan FPeraturan Dazi-ah
(umumnya berasal dari Bupati).

Bertolak dari argumen diatas, maka tidak meEnutun




remuagkinan adanya anggouta Dewan yang b=lun mEMmanami
&rti kadudukannys maupun tugas yang merska emban. Disisi
lain Kepala Das#ah vang tingkat pendidikan can pengalaman
yang  dimiliki |olah Bupati KXepalz Daerah Tingkat 11
Pinrang jauh lahih tinggi bila dibandingkan anggots Dewan
FEreakilan  Rakya® Dasc-zh {DPRD}. Ealaniutrya Masys~skat
celum sscarzs utuah memiliki rasa keterbukaan kepad: Cewan
Feruzirilan Rakyat Dasran tn ik reEAgungrankan
rermasalabannvyva.

Sedangkan nal lain. sering juga timbul Ferpedaan
Pancangan diantara ancgoota Dewan i+ sgnciri, vang mana

sxibatnyas msnpaqlambat Jalannya pongambilan Keoutusan
|
A

(B4

3 mEncslami penundaan.

bDengan melihst Pambatan~hambatan tarsebut diatas,

L+ TErhadap perbsfiazn randangan ketus/pimpinan senantiasa

mEngutamak ar nErgatian CAan R2E[TLED, mak sUgnys
dilakukan pandakatan shnieus deagan mEmoerican

mengarcian | bhahoa tuces utsmas kilta adalan mewskili

~ak/at dan CETUSana meningcz=tian “esejahtsrear
|

nasvYaraka: s=ningga pandeancen yana berbeca tod aspat

Sikembalikan ‘B propefsl vang sS=2bararryva Y1t

wh
iU
=
1
b
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MisyEwaran untuk mu
Tan pandekatzn yarg dimeksudkan didasari atas aturasn
RreErmainan  yang bearlaku pads dewan Parwakilan FRakyat

Da=rah, ss=bagzinan yang felan diursikan pads bab




f_’U
~!

v

terdanulu dalam skripsi ini.
2. Sedsngkan terhadap masyarizat yang masin maopunyai
pandangan tartutup paca Dewan, maka dilakukan

pendekatan b3aik melalui forum YENg resmi maucur Vang

barsifat “ekeluargaaan, memberikan pengertian bahwa
kami =a2nggota Dekan adalan mempunvsi Tugss untux
MBWERLll zalda~a-saudara mENgang« a7 dan w=nbakas sztizn

perscalan atau protles Y&0g saudara hadapi baik  untuk
kepentingan umum maudpun untuk xzpartingan lain
sepanjéng kepentingan . tersebut ticsk mIrussk
kepentingan bencsa can N2gara a<su kapertingan orang

Danvak Da}i arahan yano dilakukan tags

ternvata rendapat hasil vanc posItif ~aibagsi centinh

peﬁindahan Pasar sebagai ssnitral Finrang dari tergsahn

kocta ke temgat/lckasi Fengamoancan hota Daerab Tingkat:
|

11 PFirranc Yarig mulanva masyarakat tidsx isagie

sincdah akan tztapi dilakukannva pendekatan tacdi per=ks

dapat m&:yz;;jyinya-

X. Terhadzsp Raandidikan dari angooat Dewan MeEmany sS=2cara
b, g ¥ ; 2l :

umum  dapat ditatakan bahwa tingkat pendidiksn ereks

rata-rata SLT4. npamar vang  oar-lue 2iparami babws

eengalamsn msrska cukuo mEicimuanci sehingea aga fang

manjadi hambatan tadi Capat diimtanginya. Dan t2ntunyva

¥
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i
3
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o
-
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e
N
|u.
[
o

hal terssbut telah meEnjiacdi konzss- masa
yang akan datang mengingst situasi can perkemoangan

dasrah s=makin hari semaxin meningkat dan jika tidak
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dipikirkan sekrang ini tentunya akan mergalami
k2sulitan di pasa yang akan datang, sedat apabila

masyaraskat lsbih pistar dari pererirtah  tentu  akan

.

manjadi gpindang karaca Bagaimanapun  juga seme~iatapk

it acalah mereka YEng memimpin  aasysrakat, artinya

konszresnsinya  akan lebihs b2rat jixs vang dipdrintah
lebih rittas da-i yano memeriatah. DanInilal yvang
menjaci perfakian usana Sagi pessrintsh daerah Fiarerng

¢i dalam rangks membensni dirinya agar mamsu  ssjsiar
dengan daarah Tirgkat 11 lainnya vyang ada di
Indonesia, yang sudah maiu dibandingksn d=ngan dsaah

|
Tingkat II ladnaya ma2lalu: BErb2gas care, te~masul hal

ci atss tadi




EAER V

FPENUTUP

A, Kesimpulan

1.

i

Eahwa proses rancangan suatu peraturan daerah di
Kabupaten Daerah Tingkat II Finrang, pada
pelaksanaanya masih didominasi oleh Kepala Daerah,
artinya pada umumnya rancangan peraturan daerah
yang dibahas oleh Dewan FPerwakilan Rakyat daerah
(DPRD) sedangkan prakarsa anggota dewan perwakilan
Rakyat Dasrah masih sangat kecil bila dibandingkan
usul Bupati kepala daerah Tingkat 1II (ekseskutif).
Bahwa tata kerja Dewan PFerwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Pinrang dalam proses perumusan rancangan
peraturan daerah menjadi peraturan daerah dapat
dikatakan sudah mencerminkan pemikiran yang ber-
sifat demokratis, artinya telah berjalan sesuai
aturan yang berlaku.

Terhadap penggunaan hak ( prakarsa ) rancangan
peraturan daerah, anggota Dewan belum berfungsi
secara maksimal karena terhadap suatu prakarsa
Rancangan Feraturan Daerah belum seimbang dengan
Rancangan yang diajukan cleh Bupati, maksudnya pada
Lmuamny a usulan/prakarsa Raperda di Kabupaten

Finrang adalah usulan dari Bupati Kepala Daerah.

88
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o
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Q0

Telah ditetapkan/dihasilkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat daerah Tingkat II Finrang selama kurun waktu
tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, secara
kwantitas dapat dikatakan cukup memadai karena
t=zlah berhasil menetapkan Keputusan sebanyak 34,
Dari segi pendidikan formal, anggota Dewan
FPerwakilan Rakyat daerah ( DFRD ) Tingkat II
Finrang pada umumnya hanya tamat dari SLTA. Apabila
hal tersebut dibandingkan dengan perkembangan zaman
dimana membutuhkan manusia-manusia yang memiliki
pendidikan, pengalaman, dan daya nalar yang
tangguh. Sedangkan untuk menciptakan dayva nalar
seperti  itu, maka salah satu pendukungnya adalah
pendidikan formal.

Bahwa untuk menentukan / mengusulkan suatu
rancangan peraturan dasrah tidaklah mudah,
melainkan dibutuhkan suatu data yang akurat dari
lapangan dan disesuaikan kendisi masyarakat.
BRerdasarkan data tersebut, kemudian diznalisa
secara mendetail barulah dapat diusulkan ke Dewan
Ferwakilan rakyat daerah yang tentunya usulan
tersebut dibuat secara tertulis dan bila diperlukan
harus dengan keterangan ( argumen ) secara lisan
untuk menyakinkan anggota DFRD.

Mengupayakan agar tidak terijadi suatu kesalapahaman

diantara mereka ( Kepala dasrah dan Dewan

-



10.

71

Perwakilan rakyat daerah ) dalam berbagai hal, ini
semata-mata untuk kepentingan kelancaran tugas dan
untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan
Lmum .

Mengupayakan agar setiap prakar=za Rancangan
Feraturan Daerah yang akan diberlakukan oleh Kepala
Daerah mengikut sertakan anggota Dewan Ferwakilan
Rakyat Daerah ( DFRD ) sehingga dengan demikian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan lebih aktif dan
tentunya sudah sejalan dengan perundang-undangan
yang berlaku.

Hendaknya lebih mengupayakan agar potensi daerah
lebih dikembangkan sehingga tingkat kehidupan
masyarakat lebih berkembang dan benar—benar
menghadapkan pada kehidupan yang layak, artinya
masyarakat merasakan kehidupan yang lebih NYaman ,
aman dan tentram.

Mudah-mudahan dengan selesainya tulisan ini dapat
menambah koleksi bacaan tentang "Proses Fenetapan
Rancangan Peraturan Daerah" meniadi suatu peraturan
dasrah sekaligus dijadikan bahan pertimbangan dalam
setiap masalah vyang dihadapi guna penyelesaian
sebagaimana yang diharapkan dalam pengambilan

keputusan, sehingga antara Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dapat berfungsi sesuai

tugasnya masing-masing berdasarkan peraturaan/
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perundang-undangan yang berlaku.
E. Saran—Saran

. Adapun saran-saran vyang dimaksudkan cleh
penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya diupayakan agar peranan Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah (DFRD) terutama dalam
hal prakarsa rancangan peraturan daerah lebih
diaktifkan. Hal ini dimaksudkan agar DFRD
selaku partner Bupati kepala Daerah berfungsi
sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

2. Di harapkan égar kwalitas keputusan yang selama
ini dicapai minimal dapat dipertahankan dan
bila memungkinkan dapat lebih ditingkatkan baik
kwalitas maupun kwantitasnya, sehingga citra
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga
yang mewakili rakyat benar-benar memperjuangkan

kepentingan rakyat.

A

Hendaknya pihak legislatif, mengupayakan suatu
keserasian kerjasama yana lebih efektif,
sehingga DPRD dapat 1lebih berperan terutama
mengenal prakarsa rancangan peraturan daerah,
dan bila perlu pihak legislatif dan eksekutif
mencari jalan keluarnya dengan cara
Menciptakan suatu kesempatan yang luas baik yang

formal maupun non formal.
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Dengan berakhirnya saran—saran pada
tulisan ini berarti rangkaian dari seluruh
materi yang dibahas telah sampai pada akhir
uraian, semoga keberadaannya bermanfaat bagi
siapa saja yang membacanya terutama bagi diri

penulis dimasa yang akan datang.

- A min -
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